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ABSTRAK

Nenda Mesa Nor Fitriani. NIM. 083047, Evaluasi Pelaksanaan Program
Keluarga Harapan Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Tahap 11
Tahun 2010. Program Studi llmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Pelitik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing 1,
Kandung Sapto Nugrohe 5.50s M.5i, Pembimbing I1. Yeni Widyastuti 5.50s
MLSi.

Kata Kunci ;: Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik, PKH

Kemiskinan menjadi masalah utama diberbagai Negara dan termasuk di Indonesia
sebagai sebuah negara pembangunan. Negara bertanggung jawab untuk
meningkatkan kesejahteraan dan memakmurkan warganva, sehingga mercka
dapat terlepas dari kemuskinan. Salah satu kebijakan untuk mengurangi
Kenuskinan adalah pelaksanaan Program Keloarga Harapan. Penelitian i
bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi program tersebut, ldentifikasi
masalahnya adalah dimana tidak dilaksanakan secara tepat kriteria penerima PKH.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan Program
Keluarga Harapan di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang pada Tabap II
Tahun 2010, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adatah kuoantitatif
deskriptif, dimana yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat
yvang menjadi penerima Program Keluarga Harapan di Kecamatan Majasari
sebanyak 865 RTSM. Perhitungan sampel menggunakan rumus Sfovie dengan
tingkat kesalahan 7 persen, maka jumlah sampel yang didapat adalah 165,
Instrumen dalam penelitian ini berupa kisi-kisi pernyataan (kuesioner) vang
didasarkan pada indikator pedoman umum pelaksanaan Program Keluarga
Harapan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan proportional random sampling. Teknik analisa data menggunakan
uji hipotesis (-test satu sampel dengan wji pihak kanan. Hasil penelitian
menunjukkan pelaksanaan program Keluarga Harapan di Kecamatan Majasari
berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh tri, lebih besar
dari pada tyupa (17,95 = 1.645), maka pelaksanaan program Keluarga Harapan di
Kecamatan Majasari mencapai angka 71.50 % lebih besar dari angka vang
dihipotesiskan yaitu 60 %, Saran penefitian adalah BPS perlu membuat kriteria
RTSM yang berbeda di setiap wilayah sesuai dengan kebudayaannya kemudian
menghitung kembali data yang menjadi penerima program ini dan penerimaan
pendamping PKH perlu berkemampuan tinggi.



ABSTRACT

Nenda Mesa Nur Fitriani. NIM. 083047, Implementation Evaluation of PKH in
Muajasari IIT Periode of 20010, Public Administration. Faculty of Social and
Polifical Sciences. University of Sultan Ageng Tirtuyasa. Advisor 1, Kandung
Supto Nugroho 8.505, M.Si. Advisor I, Yeni Widyastufi 5.80s, M.Si.

Kevwords © Evaluation Implemencation of Public Palicy, PKH

Poverty ix becoming a major problem for many countries and also in Indonesia as
a developing countries. The countries responsibility forincrieasing the welfare
and prosperiouscity for the citizen, so they can escaping poverty, One of the
pelicy of ending pural poverty s implementing the PKH. This research aim
analize wnd evaluate this program, From the problem identification which is
doesn 't applied correcily PKH reciepient criteria, Problem focus of the research
is, how the implementation of PEKH in Majasari HI peiode of 2010, Method used
in this resecrch s deseriptive guantitative method. Population in this research
are people that became the abject of this pregram in Mafasari, at abour 865
households. The sample calewlate by using Slovin Forsudation with 7 % error
rate,  Therefore, 165 households  found. Instrument in this  research s
questionnaire based on indicators of the general guidelines implementing of the
PKH. The sampling rechnigue in this research is to use a proportional random
sampling. The data analvsis techniques is one sample -test hypothesis with point
of view is right. The results show that implementation of PKH in Majasard 111
Periode of 2010 going well. Based on the colowlation results found that teee 15
bigger than tyye (17,95 > L6435) then the implementation of PKH in Majasari
reached 71.50% greater than the hvpothesized rate of 60%. For suggestion
researchers are BPS have 1o change the criteria of household based on the
culture place. After that a recollect data thar 1o be susceptible the program and
recruitment PEH consort is must to be high standart ability,
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semua manusia dimuka bumi ini tentunya ingin sejahtera dan hidup damai
sentosa. Namun, realitanya tidaklah sedemikian. Masih banyak mereka yang
hidup kesusahan dan bergumul dengan kemiskinan, Kemiskinan pada umumnya
identik dengan kondisi kekurangan sumber daya atau pemasukan ( income ).
Fenomena kemiskinan itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang
hadir di tengah masyarakat. Sudah sejuk lama kemiskinan diduga membawa
dampak vang negatif untuk masyarakat, seperti munculnya penyakit,
keterbelakangan mental, kekurangan nutrisi, bahkan terjadinya konflik, Tak
mengherankan bahwa fenomena kemiskinan selalu menjadi sorotan, Perhatian ini
hadir seiring dengan semakin berkembangnya peradaban dan meningkatnya

kesadaran akan pentingnya kesamaan harkat dan martabat manusia.

Kemiskinan merupakan hal yang sangat sulit untuk diselesaikan
diberbagal negara. Kondisi kemiskinan merupakan masalah vang sampai hari ini
tidak kunjung usai sebab memiliki problematika dan dinamika tersendiri dalam
masvarakat. Terlebih kemiskinan terkait dengan krisis sosial, ekonomi, dan politik
dalam suatu tatanan politis masyarakat. Kemiskinan selalu dijadikan isu yang di

blow np ketika pemilihan presiden atau kepala daerah, dan memang menjadi



“tameng” yang ampuh menarik suara rakyat untok dapat memenangkan suatu

pemilihan.

Perspalan kemiskinan bukan hanya terjadi di negara berkembang, akan
tetapi juga di negara maju. Seolah permasalahan kemiskinan merupakan hal klasik
yang tiap periode senantiasa ada. Pemerintah dari wakiu ke waktu senantiasa terus
berbenah dan berupaya seoptimal mungkin untuk menanggulangi kemiskinan.
Pemecahan persoalan kemiskinan ini tentu harus dilakukan secara simultan dan

menyeluruh. Jangan hanya parsial dan terkesan bongkar pasang kebijakan.

Berdasarkan teori wickle down effecr dimana dengan pembangunan
ckonomi yang pesal dapat menciptakan tetesan-tetesan pembangunan jatuh ke
rakvat miskin. Artinya bahwa rakvat miskin dapat merasakan pembangunan
ekonomi, kesejahteraan mereka meningkat. Teori ini menjelaskan tentang
bagaimana sebuah pertumbuhan akan berdampak pada kemakmuran sebuah
negara, Dalam teori ini, kemakmuran akan dapat tercapai dengan pertumbuhan
ckonomi yang tinggi tanpa perlu memperhitungkan pemerataan ekonomi. Dalam
pandangan teori ini, suatu suntikan ekspansi ekonomi dkan berdampak mudeiplifer
effect tethadap pelaku ekonomi dibawahnya, sehingpa akan berimbas pada

kemakmuran (hitpy//anung sunan-ampel.acad/ Mae=irickle-down-effect. html ).

Selama 3 tahun berturut-turut (2005,2006.2007) perekonomian Indonesia
tumbuh cukup signifikan (rata-rata diatas 6 persen), menjadikan Indonesia saat ini
secara ekonomi cukup dipertimbangkan oleh perekonomian dunia. Hal ini dapat

dilihat dengan diundangnya Indonesia ke pertemuan kelompok -plus di Kyoto



Jepang pada bulan Juli 2008 bersama beberapa Negara vang disebut BRICS
(Brazil, Rusia, India, Indonesia, South Africa). Pada tahun 2008 pendapatan
perkapita Indonesia sudah melewatt US $2000, bahkan pada tahun 2009 GDP
(gross domestic product) Indonesia ditetapkan diatas angka 5000 triliun rupial

(httpy//abingpunimaduddin.student. umm.ac.ad/ 20 1(/07/0% beberapa-

permasalahan-dan-solusi-perekonomian-indonesia/html. ). Sungguh hal yang patut

dibanggakan dimana perekonomian Indonesia masih mampu bertahan bahkan
terus berkembang secara makro ditengah krisis global, Akan tetapi. jumlah rakyat
miskin ternvata juga masih relatif besar. Artinya terjadi kesenjangan vang cukup
lebar antara si kaya dan si miskin. Maka, teoni frichle down effect ini tidak sesuai

diterapkan dalam kasus Negara Indonesia,

Tapi memang keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara tidak
dapat diukur dar  nilai tngkat pertumbuhan  ckonominya saja, karena
pembangunan ckonomi memiliki dimensi vang lebih luas dibanding dari sekedar
pertumbuhan ekonomi, yang lebih berorientasi pada peningkatan produksi barang
dan jasa secara nasional. Indikator keberhasilan suatu nepara dalam  hal
pembangunan  perekonomiannva juga perlu diukur dari bagaimana negara
menangani permasalahan-permasalahan sosial secara menyeluruh, Dalam upaya
negara meningkatkan pembangunan ekonomi, sekaligus mengatasi permasalahan
sosial tersebut, maka diperlukan strategi yang dapat membantu negara untuk
mengupayakan terwujudnya pembangunan perekonomian yang disertai dengan
penyelesaian masalah sosial. Salah satu masalah sosial yang paling krusial di

Indonesia adalah masih tingginya tingkat kemiskinan. Karena itu pemerintah perlu



mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Berdasarkan
data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk yang berada di bawah garis
kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2008 adalah sebesar 34.96 juta atau

15.42% (hitp:/bps.ro.id/abouius phpTid subvek=23&tabel=1&1=2.himl).

Sudah menjadi kewajiban negara untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakatnya, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 34 avat |
yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelibara oleh negara™ Dan

-

ayat 2 yang berbunyi * negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi
seluruh rakyvat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu

sesuai dengan martabal kemanusiaan™,

Untuk melaksanakan kewajiban Negara Indonesia tersebut, pemerintah
perlu membuat kebijakan atau program nasional yang berkaitan dengan
pertumbuhan kesejahteraan masyarakat secara merata, Guna menanggulangi
tingkat kemiskinan di Indonesia kebijakan tersebut diarahkan berdasarkan dua
pendekatan. Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Kedua,
memperbesar kemampuan ekonomi masyarakat dengan menciptakan lapangan
kerja (Komite,2009:11). Selain it kebijakan-kebijakan anti kemiskinan ini juga
dibagi berdasarkan Kluster-kluster tertentu. Kluster pertama diumpamakan dengan
“memberi ikan™ seperti Program Keluarga Harapan. Kluster kedua diumpamakan
dengan “memberi kail” seperti PNPM. Kluster ketiga di umpaakan dengan

“memberi perahu dan kail” seperti UMKM { Depkominto, 2008:8 ),



Program Keluarga Harapan (PKH} merupakan suatu  program
penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-
program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah koordinasi
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di pusat maupun di
daerah. PKH merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga, karena aktor
utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembanpunan Nasional. Departemen
Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen
Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statnstik, Untuk mensukseskan
program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan World

Band (Pedum PKH, 2009:62),

Program Keluarga Harapan (PKH) sebenarnya telah dilaksanakan di
berbagai negara, khususnya negara-negara Amerika Latin dengan nama program
yang bervariasi, Namun secara Konseptual, istilah aslinyn adalah Conditional
Cush Transfers (CCT), yvang diterjemahkan menjadi Bantuan Tunai Bersyarat.
Program ini "bukan” dimaksudkan sebagai kelanjutan program Bantuan Langsung
Tunai (BLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin
memperiahankan dava belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian
harga BBM. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem

perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suata  program  yang
memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). jika

mercka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas



sumberdaya manusia (SDM), vaitu pendidikan dan kesehatan, Tujuan utama PKH
adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas
sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Dalam jangka
pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM. sedangkan
untuk jangka panjang, dengan mensyaratkan keluarga  penerima  untuk
menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan
bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akon memutus rantai kemiskinan
antargenerasi. Dari 35 kecamatan vang ada di Kabupaten Pandeglang, hingga saat
ini baru 17 kecamatan yang mendapatkan bantuan PKH. Sebagaimana terlihat
dalam dafiar tabel dibawah ini.

Tahel. 1.1
Kecamatan Penerima PKH di Kabupaten Pandeglang

No Nama Kecamatan Tahun Awal Menerima PKH
l. | Kec. Cibalung, Kec. Sumur, Kec, 2008
Munjul, Kec, Sindang Resmi, Kee,
| |Pewng 0l
2 Kec.  Majasari, Kee. Pulosari, Kee. 2009
Mandalawangi, Kec. Labuan, Kec.
Saketi,
3. | Kec. Cadasari, Kec. Koroncong, Kee, 2011
Karang Tanjung, Kec. Cimanuk, Kec.
Menes, Kec. Panimbang, Kec. Jiput.

' Sumber - Database UPPRH Katswpaten Pandeglang. 2017

Menariknya pada tahun 2009 sebenamya kecamatan yang  diusulkan
untuk mendapatkan bantuan PKH untuk tahun 2009 adalah Kecamatan Cimanggu,
Kecamatan Cibitung, dan Kecamatan Pata. Hal ini dibuktikan melalul surat
Nomor 463/75-DEPM/2009 dan dibuat pada tanggal 28 januari 2009 yang ditanda

tangani  langsung oleh Bupati Pandeglang pada saar itu H.A  Dimyati



Natakusumah, Tetapi ternyata diluar dugaan, Kementrian Sosial RI memberikan
bantuan pada tahun 2009 kepada 5 kecamatan yang tidak diusulkan, yaitu
Kecamatan Majasari. Kecamatan Pulosar, Kecamatan Mandalawangi. Kecamatan
Labuan, Kecamatan Saketi. Berikut penjelasan TB. Apgus Muhidin 5.S0s selaku
Kabid Rehabilitas Sosial Dinsoskertrans Pandeglang,

“Penenrwan lokasi penerima banwen PKH memang ditemukan oleh
Pemerintah Pusat dalam  hal ini Kemenivian Sosial RI secara  langsung”
fwawredara, hoarel jum’af 702001 PEL 1015 WIB, Cigadung).

Sebenarnya keikutsertaan suatu dacrah dalam PKH perlu memperhatikan
data yang dikeluarkan BPS berdasarkan kriteria yang ditentukan, tingginya angla
kemiskinan, angka gizi buruk dan angkatransisi dari SD/MI ke SMP/MTS,
ketersedian sarana dan prasarana (supply) baik pendidikan maupun kesehatan,
adanya komitmen daerah, adanya kriteria khusus, seperti dacrah vang mengalami
pasca bencana (Pedum PKH,2009:30), Berdasarkan data BPS tahun 2008 jumlah
Rumah Tangga di Kecamatan Majasari ada 10,171 KK dengan Jumlah Rumah
Tangga Saasaran sebanyvak 2.098 KK (BPS Kab. Pandeglang2009:53).
Asumsinya  berdasarkan data  tersebut Kemensos BRI menganggap bahwa

Kecamatan Majasari lebih layak mendapatkan bantuan,

Besaran bantuan tunai untuk peserta PKH bervariasi tergantung jumlah
anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan  bantuan, baik
komponen kesehatan maupun pendidikan, Di Kecamatan Majasari ada 865 KK

yvang menerima bantuan PKH pada tahap 10T tahun 2010 (Data Base UPPKH



Kabupaten Pandeglang). Pada tahap I tahun 2010 terjadi pada bulan Oktober

2010, Adapun kriteria RTSM dari BPS adalah sebagai berikut

1)
2)
3)

4)
3)
)
7)

§)
9

Luas bangunan tempat tinggal ulorannya kurang dart 8 M*

Jenis lantai tempat tinggalnya terbuat dari tanah, bambu atau kayu
Bangunan rumah menggunakan dinding bamboo, rumbia, kayu berkualitas
rendah

Fasilitas jamban tidak ada, kalaupun ada, digunakan bersama dengan
keluarga lain

Fasilitas air minum dan masak dari sumur. Mata air tak terlindungi, air
sungai, danau atau air hujan

Sumber penerangan bukan listrik

Menggunakan kayu, arang atau minyak tanah sebagai bahan bakar

Dalam seminggu tidak pernah mengkonsumsi daging dan susu

Hanya mampu membeli satu setelan pakaian baru selama setalun.

109 Tidak mampu membayar obat anggota keluarga yang sakit ke Puskesmas

atau Poliklinik

11)Pekerjaan tetap Kepala Keluarga sebagai petani dengan lahan setengah

hektar, burah tani, kuli bangunan, tukang kayu atan tukang becak,
pemulung

12) Pekerjaan lain dengan penghasilan maksimum Rp. 600,000 perbulan
13) Pendidikan tertinggi kepala keluarga tidak lebih dari Sekolah Dasar
14) Tidak memiliki harta senilai Rp. 500.000 seperti bangunan, perhiasan, dan

temnak atau kredit barang, (Depkominfo,2008:8)

Selain syarat penerima PKH adalah termasuk kriteria RTSM juga harus

memiliki anggota rumah tangga terdiri dari anak usia 0-15 tahun (atau antara usia

15-18

tahun namun belum mnyelesaikan pendidikan  dasar) dan/atau  ibu

hamilmifas yang tinggal dilokasi terpilih (Buku Saku Pendamping PKH,2009:3).

Adapun masalah yang peneliti temui dilapangan adalah sebagai berikut :

Pertgona, masih ditemukannva warga penerima PKH vyang tidak sesuai

dengan kriterta RTSM vang ditentukan oleh BPS. Peneliti ambil salah satu contoh

ada penerima PKH dengan inisial nama HN. Secara bangunan fisik rumah, luas



rumahnya lebih dari 8M”, dengan atap dari genting dan dinding dari tembok, bisa

dikatakan secara indikator fisik rumah tidak termasuk dalam kriteria RTSM.

Kedua, vang vang didapat dari program ini bertujuan untuk membiayai
sekolah anak, dan bagi ibu hamil dan/atau balita untuk memeriksakan kesehatan
secara berkala ke posyandu. Tapi masih terdapat warga penerima bantuan yang
belum menggunakan sepenuhnya uvang bantuan tersebut untuk keperluan sekolah
anak danfatau pemeriksaan keschatan. Tetapi dipakai untuk keperluan mainan

anak atau membavar hutang-piutang.

Ketlga, peneliti juga menemukan adanya pemberian sejumlah uang atau
barang kepada oknum pendamping dan/atau aparatur kampung. Padahal tidak ada
aturan tertulis yang memperbolehkan pendamping PKH untuk menerima uang
atau barang yang diberikan oleh penerima PKH. Pendamping PKH sendiri sudah
mendapatakan kompensasi atas pekerjaan mereka sebesar Rp. 1.B00.000.- per
bulan dari pemerintah pusat. Sedangkan peran serta aparatur desa pada PKH ini
hampir tidak ada fungsinya. Mereka sebagai apartur kampung sudah sewajarnya

memberikan informasi kepada pendamping mengenai keberadaan warganya.

Keempat, masih terdapat penerima PKH yang belum memahami tentang
adanya sanksi vang dijatuhkan apabila melanggar kesepakatan. Karena bantuan
PKH merupakan bantuan dengan syarat-syarat tertentu vang telah disepakati pada
awal verifikasi data oleh penerima bantuan PKH, maka ada sanksi yang diperoleh

Jjika melanggar kesepukatan yvang telah dibuat,
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Tapi kemudian bahwa penerima bantuan PKH tak sedikit yang
mengajukan compfain  terhadap pemotongan tersebut, mercka kira bahwa
pemotongan tersebut dilakukan oleh para pendamping PKH atau Pemerintah
Daerah, padahal pemotongan tersebut dilakukan secara otomatis sesuai data yang

diinput oleh para pendamping PKH sebelum pencairan dana PKH,

Kelima, timbulnaya rasa kecemburuan sosial yang terjadi antara penerima
PKH dengan warga yang tidak menerima bantuan PKH. Tidak sedikit warga yang
tidak menerima bantuan PKH ini keadaan ckonominya memang miskin dan tidak
sedikit justru yang menerima bantuan PKH perckonomian rumah tangganya
relatif stabil. Berikut merupakan tabel perbandingan jumiah penduduk dengan

Jjumlah penerima PKH per kefurahan di Kecamatan Majasari ;

Tabel 1.2
Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Jumlah Penerima PKH per
Kelurahan
‘No. Nama | Jumlah Penduduk [ Jumlah Penduduk | Realisasi Jumlah
Kelurahan | per Individu per Rumah | RTSM Penerima
Tangga (2009) PKH tahap I
Tahun 2010
2008 2009 20008 2009
1. | Sukaratu 9.745 9.470 2.268 2.227 179 KK
2. | Cilaja 8119 | 7.021 2.145 1.487 165 KK
3. | Karaton 7.33] 8.375 1.515 2.106 92 KK
4. | Saruni 5.023 10620 [2.102 | 2.064 | 186 KK
5. |PagerBaw | 83521 [9238  [3141 2103 |[239KK

Stwmher - BPS Kok, Pand exrdang, 2017

Dilihat dari data tabel perbandingan diatas dapat diketahui bahwa jumlah
rumah tangga bukan penerima PKH dengan rumah tangga pencrima PKH sangat

berbeda jauh. Tidak heran kemudian apabila terjadi  gesckan-gesekan



dimasayarakat. Karena pada dasarnya setiap kebijakan yang mengandung unsur
pemberian bantuan, setiap warga pasti ingin mendapatkannya, Hal ini memang
memerlukan kearifan dari warga untuk menempatkan diri sesuai kondisi masing-
masing ditunjang dengan pemberian bantuan oleh pemeriniah yang sesuail pada

kondisi ekonomi warganya.

Kabupaten yang dianggap cukup berhasil dalam penerapan PKH adalah
Kabupaten Bogor. Penilaian ini berdasarkan adanya peningkatan ke fasilitas
pendidikan (fasdik) seperti SD dan SMP, serta ke fasilitas keschatan (faskes)

seperti puskesmas dan posyandu(http://uppkhkabogor.blogspot.com/2012/0 1 /pkh-

kabupaten-bogor-dinilai-berhasil.htmi?m=1). Untuk di tingkat kecamatan, yang

masih satu wilayah kesbupaten dengan Kecamatan Majasari sendiri kecamatan
vang dianggap paling bagus dalam kedisiplinan para penerima bantuannya adalah
Kecamatan Sumur, hal ini terlihat dari jumlah sanksi vang jauh lebih kecil di
banding kecamatan lain yang ada di Kabupaten Pandeglang (Berita Acara
Pencairan PKH.2011:11). Akan tetapi jika dilihat dari segi keaktifan pendamping
PEH menurut Koordinator PKH Kabupaten Pandeglang yaitu Usman S.P maka

vang harus diapresiasi positif adalah Kecamatan Mandalawangi.

Berdasarkan uraian, dapat dikatakan bahwa permasalahan-permasalahan
vang dialami oleh masyarakat miskin mengenai pelaksanaan Program Keluarga
Harapan di Kecamatan Majasari, tentu harus mampu dijawab oleh pihak terkait
dalam hal ini khususnya para Pendamping PKIH dengan upaya-upaya yang
ditekankan pada adanya penjelasan-penjelasan secara menyeluruh. Schingga

berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan mencoba melakukan
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penelitian dengan judul * Evaluasi Implementasi Program Keluarga Harapan di

Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang (Studi Kasus Tahap [11 Tahun

20109

1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti uraikan dalam latar belakang

masalah diatas, maka peneliti melakukan identifikasi masalah sebagai berikut :

Kriteria RTSM dari BPS tidak diterapkan tepat sasaran dan tidak
transparan.

Warga penerima bantuan Program Keluarga Harapan belum memahami
mengenai pemanfaatan dari Program Keluarga Harapan.

Adanya pemberian tanda “terimakasih™ dari penerima bantuan Program
Keluarga Harapan ke Pendamping PKH dan aparatur desi.

Warga penerima  bantuan Program Keluarga Harapan yang belum
memahami mengenal sanksi terhadap pelanggaran terhadap syaral yang
telah ditentukan,

Mengakibatkan kecemburuan sesial antar warga penerima PKH dengan

warga non penerima PKIH.

Setelah melakukan identifikasi beberapa masalah yang terdapat dalam

pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Majasari, maka peneliti

melakukan pembatasan ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Yaitu sebagai



berikut : Ewaluasi Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan

Majasari Kabupaten Pandeglang (Studi Kasus Tahap 11T Tahun 2010),

1.3 Rumusan Masalah

Béerdasarkan batasan masalah yang telah dibuat oleh peneliti, maka
masalah penelitan  dapat  dirumuskan sebagai  berikut :  Bagaimanakah
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Majasari Kabupaten

Pandeglang (Studi Kasus Tahap 1T Tahun 20109 7

1.4 Tojuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi Pelaksanaan Program
Keluarga Harapan Di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang (Studi Kasus

Tahap I Tahun 2010).

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dapat dilihat dari manfaat teoritis dan manfaat

praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan studi
administrasi negara, sehingga dapat memperkaya kajian ilmiah yang perlu

dijadikan bahan referensi dalam penelitian sosial lainnya yang saling berkaitan.



1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi peneliti dapat mengetahui bagaimana proses darl
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Majasari Kabupaten

Pandeglang Tahap 111 Tahun 2010,
1.6 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai fatar belakang masalah yang mendasari
penelitian, identifikasi dan batasan masalah. rumusan masalah, fujuan penelitian
dan  manfaat penelitian, baik secara teoritis maupun praktis serta sistematika

penulisan,
BAB I DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari deskripsi teori, kerangka berfikir dan hipotesis
penelitan. Deskripsi teori memaparkan pendapat para ahli yang berkaitan dengan
teori  Evaluasi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan
Majasari Kabupaten Pandeglang Studi Kasus Tahap III Tahun 2010, Selanjutnya
kerangka berfikir dimana mengpambarkan mengenai alur pemikiran peneliti
dalam membuat penelitian ini. Yang selanjutnya di simpulkan sementara dalam

hipotesis penelitian.



BAB LT METEDOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, penulis menggambarkan tentang metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini, kemudian instrumen penelitian, populasi dan
sampel penelitian, teknik pengolahan dan analisis data serta lokasi dan jadwal

penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menguraikan tentang hasil penelitian yang terdiri dari
deskripsi obyek penelitian. deskripsi data, kemudian dilakukan penguojian
hipotesis dan ditafsirkan data tersebut dalam bentuk interpretasi hasil penelitian,
serta dilakukan pembahasan lebih lanjut tentang hasil penelitian ini. Deskripsi
obvek penelifian memaparkan tentang obyek penelitian yang meliputi lokasi
penelitian dengan jelas, struktur organisasi dari populasi/sampel yang telah

ditentukan serta hal lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Sementara, deskripsi data menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah
diolah dari data mentah dengan mempergunakan teknik analisis data yang relevan.
Kemudian dilakukan wji hipotesis dengan menggunakan teknik analisis staristik
vang sudah ditentukan, Hasil perhitungan akhir statistik difaporkan dalam bentuk
batang tubuh, sedangkan perhitungan selengkapnya ditempatkan dalam lampiran.
Kemudian dilakukan penafsiran terhadap hasil akhir pengujian hipotesis. Setelah

i dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data,



BABV : PENUTUP

Bab ini memaparkan kesimpulan yang menyimpulkan hasil penelitian
secard singkat, jelas serta sesual dengan permasalahan dan hipotesis penelitian.
Serta saran yang berisi masukan dari peneliti terhadap bidang yang diteliti baik

secara teoritis dan prakiis.



BAB 11

DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Deskripsi Teori

Menurut Chileote {2004:21) deskripsi adalah pernyataan mengenai bagian-
bagian atau hubungan-hubungan dari suatu hal, yang bisa dirumuskan melalui
klasifikasi, identifikasi, dan spesifikasi. Sedangkan vang dimaksud dengan teori
sebagaimana yang dipaparkan oleh Sarwono (2002:5), teori adalah serangkaian
hipotesis atau proposisi yang saling berhubungan tentang suatu gejala (fenomena)
atau  sejumlah pejala.  Sederhananya  deskripsi teori micrupakan  gambaran
pernyataan-pernyataan mengenai serangkaian proposisi yang saling berhubungan
atas berbagai fenomena, Disini deskripsi teori yang dipakai merupakan teori-teori
vang berkaitan dengan kebijakan publik, khususnya evaluasi implementasi

kebijakan publik.

2.1.1 Kebijakan Publik

Menurut Eaulau dan Prewitt dalam Suharto (2003;7) mendefinisikan

kebijakan publik sebagai

“Keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi)
tingkah laku dari mereka yang membuat dan dart mereka vang mematuhui
keputusan terscbut™.

]'T



Definisi kebijakan publik menurut Dye  dalam  Suharto  (2005:44)

mengatakan bahwa :

“Public policy {s whatever governments choase to do or not to do”

Menandakan bahwa kebijakan merupakan sikap vang diambil oleh
pemerintah dalam menghadapi permasalahan negara. Bisa berupa kebijakan
dengan langkah konkrit atau bahkan tidak melakukan apapun untuk mengatasi
suatu permasalahan. Sedangkan Anderson dalam Suharto (2005:44) memberikan

pengertian atas definisi kebijakan publik. sebagai berikut

“Public Policy is a proposive cowrse of action followed b oan actor ar ser of
actors in dealing with a problem or matter of concern™.

Konsep kebijakan ini menitik beratkan pada apa yvang sesungguhnya
dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Hal inilah yang
membedakan kebijakan dari suatu keputusan yvang merupakan pilihan diantara
beberapa alternatif yang ada. Sedangkan menurut Frederic dalam Wicaksono

(2006:63) mendefinisikan kebijakan publik sebagai :

“Suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang. kelompok atau pemerintah dalam
suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatab dan kesempatan-
kesempatan terhadap  kebijakan yang disusulkan untuk menggunakan dan
mengatasi dalam rangka mencapail suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran
atau suatu maksud tertentu™.

Agustino (2008:8) karakteristik utama dari suatu definisi Kebijakan publik.
Pertama, umumya kebijakan publik perhatiannya ditunjukan pada tindakan yang

maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. Kedua,

kebijakan publik padn dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang
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dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah.

Keriga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh

pemerintah untuk mengatur bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan

dikerjakan. Keempar, kebijakan publik dapat berbentuk positif atau negatif, Secara

positif. kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam

menangani suatu permasalaban. secara negatif kebijakan publik dapat melibatkan

suatu pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak

mengerjakan apapun padahal suat konteks tersebut pemerintah amat diperlukan.

Kelima. kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan

merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Aktor pembuat kebijakan di Indonesia dalam A gustino (2008:41) adalah :

a3 B

1.

Majelis Permusyawaratan Rakvat (MPR)
Dewan Perwakilan Rakvat (DPR)

Presiden

Pemeriniah

Presiden sebagai kepala pemerintahaan (pemerintah pusat)
Menteri

Lembaga Pemerintah Non-Departemen
Direktorat Jenderal (Dirjen)
Badan-Badan Negara Lainnya
Pemerintah Daerah Provinsi
Pemerintah Daerah Kola/Kabupaten
Kepala Desa

Dewan Perwakilan Daerah Provinsi

Dewan Perwakilan Daerah Kota/Kabupaten
Badan Perwakilan Desa.

SR omeap &R

Kebijakan yang diptlih pemerintah pada dasarnya untuk mengatasi segala

beniuk permasalahan sosial. Maka menjadi penting turul campur pemeriniah

dalam memberikan kebijakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di

Indonesia ini. Adapun aktor-aktor pembuat kebijakan seperti yang di kelompokan



tersebut, harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan penggarapaan
penyelesaian atas segala masalal sosial agar masalah-masalah terbeut dapat

diselesaikan secara menyeluruh.

2.1.2 Evaluasi Kebijakan

Umumnya evaluasi kebijakan selalu dihubungkan dengan perkiraan
tentang kebijakan yang tengah diimplementasikan. Padahal, evaluasi kebijakan
sebenarnya juga membahas persealan perencanaan, isi, implementasi dan tentu
saja pengaruh dari kebijakan itu sendiri. Kebijakan tidak boleh dibiarkan begitu
saja setelah dibuat. tetapi memerlukan evaluasi agar kedepan kebijakan yvang
dibuat dapat febih “sempurna” lagi. Evaluasi dilakukan karena tidak semua
program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali kebijakan
gagal merath maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan
demikian, evaluasi kebijakan bertujuan untuk melihat sebab-sebab kegapalan
suatu kebijakan atan untuk mengetahui apakah kebijakan publik wang telah

dijalankan meraih dampak yang diinginkan,

Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang
menyangkut estimasi atau penilain kebijakan vang menyangkut substansi.
implementasi dan dampak. Dalam hal ini evaluasi kebijakan dipandang sebagai
suatu kegiatan fungsional. Artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada

tahap akhir saja melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.
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Evaluasi kebijakan menurut Dye dalam Parsons (2006:547) adalah :

“Evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris
terhadap efek dari kebijakan dan program public terhadap targetnya dari segi
tujuan yang ingin dicapai”,

Sementara dalam arti yang lebih spesifik Dunn (2000:608) yakni. evaluasi
berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil
kebijakan, Maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu
kegiatan dalam rangka memberikan penilaian secara sistematis, objektif. dan
empiris terhadap kebijakan atau program publik sebagai bentuk penyempurnaan

pelaksanaan kebijakan publik,

Nugroho (2008:481-487) membagi evaluasi menjadi tiga jenis, yaito ¢

1} Evaluasi formulasi kebijakan, berkenaan dengan apakah formulasi
kebijakan publik telah dilaksanakan menggunakan pendekatan yang sesuai
dengan masalah yang hendak diselesaikan, mengarah pada permasalahan
inti, mengikuti prosedur yang diterima secara bersama, mendayagunakan
sumberdaya yvang ada secara optimal.

2) Ewaluasi implementasi kebijakan, tujuannya adalah untuk mengetahui
variasi dalam indikotor-indikator kinerja untuk menjawab pertanyaan
pokok.

3} Ewvaluasi lingkungan kebijakan, jenis evaluasi ini mendapat sedikit sekali
perhatian karena sering dianggap berada di luar kendali kebijakan publik.
Namun, sebenarnya konteks lingkungan dikedepankan karena perubahan
yang terjadi hari ini dan di masa depan adalall perubahan dalam volume
yang hesar dan cepat.

Jadi, pada intinya evaluasi formulasi kebijakan bertujuan untuk menilai
awal perumusan kebijakan dibuat atau yang melatarbelakangi suatu kebijakan
terbentuk, Evaluasi implementasi kebijakan bertujuan untuk menilai berjalannya

suatu kebijakan sesual dengan aturan yang telah dibuat pada tahap formulasi



kebijakan. Evaluasi lingkungan kebijakan bertujuan untuk menilai pengaruh yang

diberikan atas keadaan lingkungan terhadap suatu kebijakan pada saat sebelum,

pada saat atau setelah kebijakan tersebut dilaksanakan.

Karakteristik evaluasi kebijakan menurut Dunn (2000:608-609) adalah :

L.

Fokus Wilai. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan
manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar
usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang
terantisipasi dan tidak terantisipasi.

Interdependensi Fakta-Nilai. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau
program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau
rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi
sgjumlah individu, kelompok atau seluruh masvarakat; untuk menyatakan
demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara
actual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang diperlukan untuk
memecah permasalahan tertentu,

Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Evaluasi bersifat retrospektil’ dan
selelah aksi-aksi dilakukan. Rekomendasi yang juga mencakup premis-
premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan.
Dualitas Nilai. Nilai-nilai vang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai
kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekalipus
cara,

Proses evaluasi dengan karakteristiknya membuat proses ini jelas berbeda

dari proses kebijakan lainnya, Pada dasarnya evaluasi dilakukan untuk

memberikan nilai atas keberhasilan dan/atau kegagalan dari suatu kebijakan yang

telah diimplementasikan. Karena itu proses ini menjadi penting untuk

memperbaiki kebijakan yang akan diambil dikemudian hari agar berhasil optimal.

Meskipun evaluasi identik dilakukan diakhir setelah implementasi kebijakan

dilakukan, tetapi evaluasi sendiri sudah harus direncanakan semenjak pada tahap

tormulasi kebijakan,



Fungsi evaluasi kebijakan menurut Agustino (2008:188-189) adalah

sebagai berikut :

|. Evaluasi kebijakan harus memberi informasi vang valid dan dapat
dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan yang dinilai
dalam evaluasi kebijakan melingkupi :

a. Seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai
melalui tindakan kebijakan/program. Dalam hal ini  evaluasi
kehijakan mensungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu
telah dicapai.

b. Apakah tindakan yang ditempuh oleh implemeniing agencies sudah
benar-benar efektif, responsif, akuntabel dan adil. Dalam bagian ini
evaluasi kebijakan harus juga memperhatikan persoalan-persoalan
hak arasi manusia ketika kebijakan  dilaksanakan. Hal ini
diperlukan oleh para evaluator kebijakan karena jangan sampai
dengan tujuan dan sasaran dalam kebijakan publik terlaksana,
tetapi  ketika  itu  diimplementasikan  banyak  melanggar
perikehidupan warga.

¢. Bagaimana dampak dari kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini
evaluator kebijakan harus dapat memberdayzkan output dan
outcome  yang dihasilkan dari suatn  implementasi kebijakan.
Ketajaman penglibatan ini diperlukan oleh publik ketika melihat
hasil evaluasi kebijakan, sehingga fungsinya untuk member
informasi yvane valid dan dapat dipercaya menjadi realisasi dari
perwujudan rigft re know bagi warga,

2. Ewvaluasi kebijakan mempunyai fungsi memberi sumbangan pada
klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan
dan target,

3. Evaluasi kebijakan berfungsi juga untuk memberi sumbangan pada
aplikasi  metode-metode  analisis  kebijakan lainnya, termasuk bagi
perumusan masalah maupun pada rekemendasi kebijakan.minformais
mengenai tidak memadainya kinerja kebijakan yang dihasilkan dari proses
evaluasi kebijakan dapat memeberi sumbangan bagi reformulasi masalah
kebijakan dengan menunjukan bahwa tujuan dan target perlu diredefinisi
ulang. Evaluasi kebijakan pun dapat berfungsi dalam menyumbangkan
alternative kebijakan yang lebih baru atau revisi atas kebijakan-kebijakan
public dengan menunjukan bahwa aliernatif kebijakan yang ada
sebenarmya perlu diganti dengan yang lebih baik,

Dilihat dari fungsi evaluasi yang dipaparkan secara detail, dapat ditarik
kesimpulan bahwa proses evaluasi ini menjadi sangat penting. Meskipun tahap

evaluasi ini tidak jarang diabaikan atau evaluasi kebijakan hanya dilakukan hanya



untuk formalitas semata, Tidak secara mendalam, schingga menjadi sulit untuk
benar-benar mendapatkan informasi yvang valid balvwa mengenai suatu kebijakan

yang dilakukan pemerintah.

Pendekatan-pendekatan  dalam  evaluasi  kebijakan  menurut  Dunn

(2000:603-609), yaitu :

l. Evaluasi semu ialah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif

untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai

hasil kebijakan tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau
nilai dari hasil kebijakan terhadap individu, kelompok ataupun masyarakat
secara keseluruhan.

Evaluast formal adalah untuk menghasilkan informasi vang valid dan

cepat dipercava mengenat hasil-hasil kebijakan vang didasarkan atas

tujuan formal program kebijakan secara deskriptif.

3. Ewaluasi teoritis adalah pendekatan evaluasi kebijakan yang menggunakan
metode-metode  deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat
dipertanggung jawabkan dan valid menangani hasil-hasil kebijakan yang
secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam perilaku kebijakan.

It

Evaluasi semu hanya mengungkap informasi-informasi mengenai hasil
kebijakan secara valid, dan dapat dipercaya tanpa menjelaskan secara lebih jelas
mengenai manfaat dan nilai dari hasil kebijakan tersebut. Asumsi utama dari
evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah
merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.
Evaluasi formal lebih mengarah pada bagaimana evaluasi yang dilakukan
mengacu pada tujuan program kebijakan untuk memperoleh informasi mengenai
hasil kebijakan yang valid, Sedangkan Pada evaluasi teoritis. tujuan dan target
dari para pembuat kebijakan merupakan salah satu sumber nilai karena semua

pihak yang mempunyai andil dalam memformulasikan dan mengimplementasikan



kehijakan dilibatkan dalam merumuskan twjuan dan target, dimana kinerja

nantinya akan dinkur.

Berikut merupakan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn

untuk menilai dampak suatu kebijakan yang telah dilaksanakan versi Dunn. Dunn

lebilh melihat ke sisi eksternal suatu kebijakan, namun kurang menilai dar sisi

internal suatu kebijakan. Secara sederhana kriteria tersebut dijelaskan dalam

bagan berikut ini

Tabel 2.1
Kriteria Evaluasi Kebijakan

TipeKntam | Pertanyagm | Tusteesy
Efektifitas Apakah hasil yang diinginkan telah | Unit pelayanan
dicapai
Efisiensi Seberapa banyak usaha diperlukan untuk | Unit biaya,
mencapai hasil yang diinginkan 7 manfaat bersih dan
rasio cost benefit
Kecukupan Seberapa jauh pencapaian hasil yagn | Biaya tetap,
I  diinginkan memecahkan masalah ? Efektifitas tetap
Perataan Apakah biaya manfaat didistribuasikan | Krfteria  pareto,
dengan merata pada kelompol-kelompok | krireria
yang berbeda 7 kalderbicks,

Ariteria rawls

Responsivitas

| Ketepatan

benar-benar berguna atau bernilai 7

Apakah hasil kebijakan memuaskan | Konsistensi
kebutuhan, atau nilai-nilai  kelompok | dengan survey
tertentu 7 | warganegara.
Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan | Program  public

harus merata dan

Sumber - Dunn, 2000: 6111

Jadi. pada intinya berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan di atas. dapat

dijelaskan bahwa efektivitas (effecriveness) berkenaan dengan apakah suatu

alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, ataun mencapai tujuan dari




dindakannya tindakan. Efesiensi feffieiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang
diperlukan untuk menghasitkan tingkat efektivitas tertentu. Kebijakan yang
mencapai efektivitas  tertinggi dengan biava terkecil dinamakan efisiensi.
Kecukupan {adeguency) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas
dalam memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan vang menumbuhkan adanya
masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara
alternative kebijakan dan hasil yvang diharapkan. Perataan berkenaan dengan suatu
kehijakan yang akibat atau usahanya secarn adil didistribusikan secara merata,
Kesamaan erat hubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada
distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam
musyarakat. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh
suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi. atau milai kelompok-
kelompok masyarakat tertentu. Ketepatan (appropriateness) berkenaan pada nilai
atau harga dari tujusn program, dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi
tjuan-tujuan tersebut. ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria

individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

2.1.3 Implementasi Kebijakan

Arah studi implementasi lebih kepada proses pelaksanaan dari suatu
kebijakan. Prakiek implementasi kebijakan kenyataannya lebilh rumit dan
terkadang bermuatan politis, Implementsi merupakan suatu proses yang dinamis
dimana pelaksana kebijakan melakukan snatu kegiatan atau aktivitas, schingga
pada akhimya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau

sasaran kebijakan itu sendiri.



Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip dari Agustino (2008:139)

mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai berikut :

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-
undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan
cksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan
tersebut mendefinisikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas
tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan
atau mengatus proses implementasinya.”

Sedangkan, Meter dan Horn dalam Wahab (2003:65) mendefinisikan

implementasi kebijakan sebagai :

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-
pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada
tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan™.

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan
menyangkut tiga hal, vaitu perfama adanya tujuan atau sasaran kebijakan, kedia
adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan ferze adanya hasil

kegiatan,

Ada banyak model-model mmplementasi kebijakan dari para  ahli
kehijakan. Sebagaimana di kemukakan menurut Peter deLeon dan Linda delLeon
dalam Mugroho (2008:437) Model-model implementasi kebijakan tersebut dapat
dikelompokan menjadi tiga generasi. Genernsi pertama, pada tahun 1970-am,
memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi antara
kebijakan dan eksckusinya. Generasi kedua, tahun 1980-an adalah generasi yang

mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat “dari atas ke
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bawah”. Generasi ketiga, tahun 1990-an, memperkenalkan pemikiran bahwa
variable perilaku aktor pelaksana implementasi kebijakan lebih menentukan
keberhasilan implementasi kebijakan. Beberapa model teori implementasi

kehtjakan publik dari berbagai ahli :

1. Model implementasi Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Model Marmanian dan Sabatier dalam Nuogroho (2008:440) disebut model
kerangka analisis implementasi.  Model ini  mengklasifikasikan  proses

implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel :

1} Wariabel independen yaitu mudah tidaknva masalah dikendalikan
vang berkenaan dengan indicator masalah tekhnis pelaksanaan dan
keragaman ohjek.

2) Wariabel intervening vaitu variabel kemampuan kebijakan untuk
menstrukturkan proses implementasi dengan indicator kejelasan
dan kensistensi tujuan, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan
hirarkies, dan perekrutan pejabat pelaksana,

3) Wariabel dependen. yaitu tahapan dalam proses implementasi yaitu
pelaksana  dalam  bentuk  disusunnya  kebijakan pelaksana,
kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nvata tersebut
dan akhirnya mengarah pada revisi kebijakan tersebut.

Meskipun dalam Subarsono (2010:94) ketiga variabel tersebut disebut
sebagai karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan variabel lingkungan.
Pada intinya ketiga varinbel tersebut mencakup faktor internal dan eksternal dari

suatu kebijakan yang dibuat,

2. Model implementast George Edward 111

Model Edward I dalam WNuogroho (2008:447) menyarankan untuk

memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif.



Yaitu, communication, resowrce, disposition or attitudes dan  bureaucratic

Strucfures.

Komunikasi berkenaon dengan bagaimana kebijkana dikomunikasinak
pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan
kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur
oreanisasi pelaksana kebijakan. Resouwrces berkenaan dengan ketersediaan sumber
daya pendukung khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan
kecakapan para implementator untuk melaksanakan kebijakan secara efekiifl
Disposition  berkenaan dengan  kesediaan dari para implementator untuk
melaksanakan kebijakan tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa
kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Terakhir merupakan
struktur birokrasi vang berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yvang
menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya bagaimana
membuat agar tidak terjadi birokrasi yang  berbelit-belit agar strukmr i

menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

3. Model implementasi Grindle

Menurut Wibawa dalam Nugroho (2008:445) Model grindle lebih
menekankan pada isi kebijakan dan konteks implementasinya. Keberhasilannya

ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.
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Isi kebijakan tersebut mencakup :

Kepentingan yang terpengaruhi eleh kebijakan
Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Derajat perubahan yang diinginkan
Kedudukan pembuat kebijakan

(siapa) pelaksana program

Sumber daya yang dikerahkan

i 13—

el

Sedangkan dari segi implementasinya mencakup

. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap

Uniknya model ini memang lebih kesegi konteks implementasi kebijakan.
Khususnya yang menyangkut dengan implementator, penerima implementasi dan
arena konflik yang mungkin terjadi antar aktor implementasi, serla kondisi-

kondisi sumber dava implementasi yang diperlukan,
2.1.4 Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik

Sebagian besar pemahaman evaluasi kebijakan publik berada pada bagian
ini. Hal ini dapat dipahami karena memang implementasi merupakan faktor
penting kebijakan yang harus dilthat secara benar-benar. Kesuksesan suatu
kebijakan dapat dinilai hasilnya setelah diimplementasikannya kebijakan tersebut.
Karena itu proses implementasi kebijukan harus di amati dengan seksama.
Meskipun begitu menurut Lester dan Steward dalam Nugroho (2008:476)
membagi evaluasi implementasi kebijakan menjadi dua. Pertama, evaluasi proses
yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi. Kedua, evaluasi

impak yaitu evaluasi berkenaan dengan hasil dan/atau pengaruh dari implementasi
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kebijakan atau apakah benar hasil vang dicapai mencerminkan tujuan yang

dikehendaki.

Mengikuti Effendi dalam Nugroho (2008:484-485), tujuan evaluasi

implementasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator-

indikator Kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu :

a.

C.

Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik? jawabannya berkenaan
dengan kinerja implementasi publik (variasi dari ouwlcome) terhadap
variable independen tertentu.

Faktor-faktor apa saju yang menyebabkan variasi itu? Jawabannya
berkenaan dengan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi
kebijakan, dan lingkungan implementasi kebijakan yang mempengaruhi
variasi ourcone implementasi kebijakan.

Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan public?
Pertanyaan ini berkenaan dengan “tugas™ pengevaluasi untuk memilil
variabel-variabel yang dapat diubah, atau actionable variable-variabel
vang bersifat natural atau variabel lain vang tidak bisa diubah tidak dapat
dimasukan sebagai variabel evaluasi.

Ketiga pertanyaan tersebut berkaitan dengan penggunaan metode evaluasi

pada proses implementasi kebijakan. Karena berkaitan dengan hal-hal secara

faktual dan hal-hal tekhnis lainya yang terjadi di lapangan pada samt kebijakan itu

diimplemantasikan. Petunjule praktis evaluasi implementasi kebijakan publik

dapat diringkas sebagai berikut :
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Gambar 2.1
Model Sederhana Evaluasi Implementasi

Kesesuaian dengan
metede implementasi

¥

Kesesualan dengan

b

tujuan evaluasi

evaluator Kesesualan dengan Implementas

¥

kebijakan

¥

kompetensi

Kesesuaian dengan

v

sumber dava yvang ada

Kesesualan dengan

k.

lingkungan evaluasi

Sunber @ Nugroho, 2008: 486

Seorang evaluator perlu memperhatikan metode implementasi yang
dipakai pada saat kebijakan tersebul di implementasikan dengan pada saat
kehijakan tersebut diformulasikan, apakah sudah sesuni dengan rencana awal atau
tidak. Selain itu evaluasi juga sudah direncanakan pada saat formulasi kebijakan
karena itu perlu dibuat secara jelas mengenai tujuan dari diadakannva evaluasi
tersebut. Hal lainnya adalah perlu memperhatikan kemampuan dari para

implementator kebijakan khususnya bagi mereka yang secara tekhnis menjalankan
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kebijakan tersebut. Poin lain yang tidak kalah penting adalah seorang evaluator
perlu memperhatikan kesesuaian antara sumber daya atau keperluan-keperluan
tekhnis yang diperlukan pada saat di implementasikan dengan sumber daya yang
direncanakan pada tahap formulasi kebijakan. Hal terakhir yang perlu
diperhatikan seorang evaluator untuk mengevaluasi implementasi  kebijakan
adalah dengan memperhatikan lingkungan dimana kebijakan tersebut di

implementasikan.

2.1.4.1 Pendekatan Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik Ripley dan

Franklin

Menurut Ripley dan Franklin ada tiga cara vang dominan untuk
mengetahui keberhasilan suatu implementasi kebijakan

(http/ratuasung 78 blogspot.com/20 L/09 teori-implementasi-kebijakan. liml.),

yaity :

1. Beberapa diskusi wyang membahas tentang keberhasilan suatu

implementasi yang seharusnya diukur dari tingkat kepatuhan (compliance)

pada bagian birokrasi terhadap birokrasi superior atau dengan kata lain,

dengan tingkat birpkrasi pada umumnya dalam suatu mandat khusus yang

diatur dalam undang-undang. Persepektif kepatuhan ini semata-mata

hanya membicarakan masatah-masalah perilaku birokrasi.

Bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas

tungsi dan tidak adanyva masalah-masalah vang dihadapi.

i Bahwa keberhasilan implementasi mengacu dan mengarah pada
implementasi dan dampak vang dikehendaki dari semua program-program
yang dikehendaki.

-2

Pendapat Repley dan Franklin diatas menunjukan bahwa keberhasilan
suatu implementasi akan ditentukan bagaimana tingkat kepatuhan, lancarnya

rutinitns  fungsi lembagn, dan hasil program yang sesual dengan rencana dari
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program. Bila dilihat dari ketentuan diatas maka ketiga faktor tersebut sebenamya
dapat juga dipandang sebagai salah satu alat mengevaluasi terhadap implementasi

kehijakan.

2.1.5 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan (BPS) menggunakan kensep kemampuan memenuhi
kebutuhan dasar (basic needs approach), Dengan pendekatan ini kemiskinan
dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi
kebutihan dasar makanan dan bukan makanan vyang diukur dari  segi

pengeluaraan.

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian (Syaifullah,
2008:10), wvaitu kemiskinan absodure, relative, cultural, Seseorang termasuk
kedalam golongan miskin absofute apabila pendapatannya berada pada dibawah
garis kemiskinan. Mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum
seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Seseorang miskin
refarive sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan, tetapi masih dibawah
kemampuan masyarakat disekitarnya. Kemiskinan cu/tural berkaitan erat dengan
sikap sescorang  atau  sekelompok masyarakat yang tidak mau  berusaha
memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang

membantunya,

Dengan menggunakan persepektif yang lebih luas lagi, David Cox dalam

Suharto  (2006:132-133) membagi kemiskinan kedalam beberapa  vaitu



kemiskinan wang diakibatkan globalisasi, kemiskinan yang berkaitan dengan

pembangunan, kemiskinan sosial dan kemiskinan konsekuensial.

Kriteria Rumah Tangea Sangat Miskin menurut BPS adalah :

5)

f)
71
)
9)

Luas bangunan tempat tinggal ukurannya kurang dari 8 M*

Jenis lantai tempat tinggalnya terbuat dari tanah, bambu atau kayu
Bangunan rumah menggunakan dinding bamboo, rumbia, kayu berkualitas
rendah

Fasilitas jamban tidak ada, kalaupun ada, digunakan bersama dengan
keluarga lain

Fasilitas air minum dan masak dari sumur. Mata air tak terlindungi, air
sungai, danau atau air hujan

Sumber penerangan bukan listrik

Menggunakan kayu, arang atau minyak tanah sebagai bahan bakar

Dalam seminggu tidak pernah mengkonsumsi daging dan susu

Hanya mampu membeli satu setelan pakaian baru selama setaliun.

10) Tidak mampu membayar obat anggota keluarga vang sakit ke Puskesmas

atau Poliklinik

11} Pekerjaan tetap Kepala Keluarga sebagai petani dengan lahan setengah

hektar, buruh tani, kuli bangunan, tukang kayu atau tukang becak,
pemulung

12) Pekerjaan lain dengan penghasilan maksimum Rp. 600.000 perbulan
13) Pendidikan tertinggi kepala keluarga tidak lebih dari Sekolah Dasar
14) Tidak memiliki harta senifai Rp, S00.000 seperti bangunan, perhiasan, dan

ternak atau kredit barang, { Depkominfo, 2008:8)

2.1.6 Definisi Program Keluarga Harapan

2.1.6.1 Definisi

Program Keluarga Harapan adalah program yang memberkan bantuan

tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM

diwajibkan memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan upaya peningkatan

kualitas sumber daya manusia (SDM) vaitu pendidikan dan kesehatan.
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Adapun dasar hukum pelaksanaan Program Keluarga Harapan di
Kecamatan Majasari pada tahun 2010 didasari pada pedoman perundang-
undangan vang berlaku, adalah sebagai berikut :

. UL No | Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor |13 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penganggulangan Kemiskinan

3. Instruksi Presiden Nomor | Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2010

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Program Pembangunan Yang Berkeadilan,

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim
Koordinasi  Penanggulangan Kemiskinan (TKK) Provinst  dan
Kabupaten/Kota

fr. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 86/HUK/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Sosial Republik
Indonesia,

7. Surat Kebersediaan Daerah Menerima Program Keluarga Harapan

antara Bupati Pandeglang dan DPRD Kabupaten Pandeglang.

Landasan hukum yang dipaparkan, merupakan acuan dari Kecamatan
Majasari dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan, Agar dapat
mensinergikan antara upaya penanggulangan kemiskinan baik ditingkat pusat,

provinsi hingga kabupaten. Karena penanggulangan kemiskinan tidak akan
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berhasil apabila dilakukan tanpa koordinasi dengan segala tingkatan

pemerintaharn.

2.1.6.2 Tujuan Program Keluarga Harapan

AL Tujuan Umum

Untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan | meningkatkan
kualitas sumber daya manusia. serta merubah perilaku RTSM vang relatif kurang

peningkatan kesejahteraan,

B. Tujuan Khusus

Secara khusus, tujuan PKH (Pedum PKH,2009:12) terdiri atas :

1. Meningkatkan status sosial ekonomi RTSM

Meningkatkan status keschatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita

dan anak usia 2-7 tahun vang masuk sekolah dasar dar RTSM

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
khususnya bagi anak-anak RTSM

4. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM

b3

2.1.6.3 Sasaran Kepesertaan PKH

Penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)
sesual dengan kriteria BPS. yang memenuhi satu atau beberapa kriteria program
yaitu memiliki ibu hamil/nifas, anak balita atan anak usia 5-7 tahun yang belum
masuk pendidikan SD. anak usia SD dan SLTP dan anak 15-18 tahun yang belum

menyelesaikan pendidikan dasar.
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2.1.6.4 Besaran Bantuan Penerima PKH

Berikut merupakan tabel besaran bantuan bagi penerima bantuan PKH.

Tabel 2.2
Besaran Bantuan PKH

Bantuan Bantuan per RTSM per tahun
Bantuan tetap | REp. 200.000
Bantuan bagi RTSM yang I

memiliki:

a. Anak uwsia di bawah 6 tahun

Rp 800000

b. Ibu hamil/menyusui Rp. 800,000
¢. Anak usia SD/MI ‘ Rp. 400.000
| d. Anak usia SMP/MTs | Rp. 800,000
Rata-rata bantuan per RTSM ‘ Rp. 1.390.000
Bantuan minimum per RTSM Rp. 600,000
Bantuan maksimum per RTSM Rp. 2.200.000

Sumbier » Bukn Pedoman Ummem Program Kelvoareo Herapan, 200022
Catatan :

1. Bantuan tevkait keseharan berlaku bapi RTSM dengan anak dibawah 6
tahun dansatau ihu hamil/nijas. Besar bamiwan anak ini tidak difiitung
hevdasarkan jumiah anak.

2. Besar bantuan adalah 16% rata-rata pendpatan RTSM per tahun
Baras minimum dan maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata-

rata RTSM per tahun. Besaran bantuan ini di kemudian hari bisa berubalt sesuai

dengan kondisi kefuarga saat i aran bila peserta didak dapar memenuhi syaral

vang ditennikan.
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2.1.6.5 Pelaksana PKH

Dalam buku saku pendamping (2009:26-27) disana memaparkan
mengenai pelaksana PKH. PKH dilaksanakan oleh UPPKH Pusat, UPPKH
Kabupaten/Kota dan UPPKH Kecamatan (Pendamping PKH). Masing-masing
pelaksana memegang peran penting dalam menjamin keberhasilan PKH. Mercka

adalah:

1. UPPKH Pusat - merupakan badan yang merancang dan mengelola
persiapan dan pelaksanaan program. UPPKH Pusat juga
melakukan pengawasan perkembangan yang terjadi di tingkat
daerah serta menyediakan bantuan yang dibutuhkan.

2. UPPKH Kab/Kota- melaksanakan program dan memastikan
bahwa alur informasi yang diterima dari kecamatan ke pusat dapat
berjalan dengan baik dan lancar. UPPKH Kah/Kota juga berperan
dalam mengelola dan mengawasi kinerja pendamping serta
memberi bantuan jika diperlukan

3. UPPKH Kecamatan (Pendamping PKH) —melaksanakan tugas
pendampingan kepada RTSM peserta PKH. Wilayah kerjanya
meliputi seluruh desa/kelurahan dalam lingkup kecamatan tersebut.
merupakan piliak kunci yang menjembatani penerima manfaat
dengan pihak pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun
dengan program di tingkat kabupaten/kota. Tugas Pendamping
termasuk  didalamnya melakukan sesialisasi, pengawasan dan
mendampingi  para  penerima  manfaat  dalam  memenuhi
kKomitmennya.

Dalam pelaksanaan PKH terdapat Tim Koordinasi yang membantu
kelancaran program di tingkat provinsi dan PT Pos yang bertugas menvampaikan
informasi berupa undangan pertemuan, perubahan data, pengaduan dan seterusnya
serta menyampaikan bantuan ke tangan penerima manfaat langsung, Selain tim
ini, juga terdapat lembaga lain di lvar struktur yang berperan penting dalam
pelaksanaan kegiatan PKH, yaitu lembaga pelavanan kesehatan dan pelayanan

pendidikan di tiap kecamatan dimana PKH dilaksanakan,
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2.1.6.6 Kewajiban Penerima PKH

A, Berkaitan dengan Kesehatan

Adapun peserta PKH vang dikenakan persyaratan keschatan adalah RTSM
yang memiliki ibu hamil'nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun vang belum
masuk pendidikan 8D, Protokol pelayanan keschatan bagi peserta PKH (Pedum

PKH.Z009:19) :

Anak usia 0-6 tahun

a) Anak usia (0-28 hari (neonares) harus diperiksa kesehatannya sehanyak
3 kali

by Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG. DPT. Polio,
Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap
bulan

c) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan vitamin A minimal sebanyak
2 {dua) kali dalam setahun yaitu bulan februari dan agustus,

d) Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan
ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan

e) Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3
{tiga) bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti
program  Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/Early Childemn
Education) apabila lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD

Ibu hamil dan nifas

a) Seclama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan
difasilitas keschatan sebanyak 4 (empat) kali vaitu sekali pada usia
kehamilan 3 bulan 1. sekali pada usia kehamilan 3 bulan 11, dua kali
pada 3 bulan terakhir dan mendapatkan suplemen tablet Fe

b) Thu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan

c) Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehataannya
setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV, V1 setelah melahirkan.

B. Berkaitan dengan pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan

pendidikan jika memiliki anak berusia 7-15 tahun. Anak peserta PKH tersebut
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harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MISDLB/Salafiyah
Ula/Paket A atau SMP/MTs/SMLB/Salafiyvah  Wustha/Paket B termasuk
SMP/MTs terbuka) dan mengikuti kehadiran dikelas minimal 835% dar hari
sekolah dalam sgbulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang
berusia 3-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang

bersanghkutan dikenakan persvaratan pendidikan.

Jika peserta PKH memiliki anak uvsia 15-18 tahun vang belum
menyelesaikan pendidikan dasar, maka peserta diwajibkan mendaftarkan anak
tersbut kesatuan pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar 9
tahun/ pendidikan kesetaraan. Apabila anak yang bersangkutan bekerja/pekerja
anak atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu vang cukup lama, maka anak
tersebut harus mengikuti program remedial untuk mempersiapkannya kembali
kesatuan pendidikan, Dalam rangkla pelaksanaan remedial tersebut satuan
pendidikan  harus menyediakan program  remedial. Apabila  anak yang
bersangkutan dengan usia tersebut diatas masih buta aksara, maka diwajibkan
untuk mengikuti mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan

Belajar Musyarakat (PKBM) terdekat.
2.1.6.7 Sanksi

Apabila peserta tidak memenuhi komitmennya dalam tiga bulan, maka
besaran bantusan vang diterima akan berkurang dengan rincian sebagai berikut

(Pedum PKIL2009:18)
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a) Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam satu bulan, maka
bantua akan berkurang sebesar Rp. 5(L000, -

by Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam dua bulan, maka
bantuan akan berkurang sebesar Rp. 100.000.-

c) Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam tiga bulanan, maka
bantuan akan berkurang sebesar Rp. 150.000,-

d} Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 3 bulan berturut
turut. maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran.

2.1.6.8 Alur Pembayaran
A, Tahap |

Pertama pemerintah daerah mengajukan usulan penerima PKH ke
Kementrian Sosial BRI Dengan memberikan data jumish penduduk miskin di
tempat tersebut. Setelah diterima daerah mana yang mendapatkan bantuan PKH
dilanjutkan dengan rekruitmen pendamping PKH. Dilakukan penyeleksian RTSM
vang layak menerima PKH, untuk selanjutnya PT POS bertugas memberikan surat
bagi para RTSM yang dianggap memenuhi kualifikasi menerima PKH untuk
melakukan pertemuan awal vang salah satu isi acaranva adalah penandatanganan
surat komitmen untuk menjalankan syaral sebagai penerima bantuan PKH.
Laporan klarfikasi diberikan ke UPPKH Kab/Kota untuk diproses kembali ke
pusat. Setelah diketahui jumlah pasti para penerima PKH dilakukan pembayaran

bantuan di PT POS. Berikut gambar alur pembayaran tahap 1
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B. Pembayaran RTSM 3 (Tiga) Bulanan

Gambar 2.3
Alur Pembayaran Tiga Bulanan
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Sumber » Pedoman Umum Program Keluarea Harapan, 2009:41

Dengan memperhatikan data yang dikirim oleh UPPKH Kabupaten/kota

mengenai pemenuhan komitmen di fasilitas pendidikan dan/ fasilitas kesehatan

para penerima bantuan PKH ke UPPKIH Pusat. UPPKH Pusat melakukan

verifikasi data, setelah diketahui jumlah pastinya bantuan per KK dilakukan

pencairan bantuan melalui PT POS.



2.2 Kerangka Berfikir

Menurut Uma Sekaran dalam Sugivono (2007:60) mengemukakan bahwa
kerangka berfikir merupakan maodel konseptual tentang bagaimana teor
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah

yang penting. Berikut merupakan kerangka berfikir vang peneliti gunakan :

Gambar 2.4
Kerangka Berfikir

Pedoman

Program Keluwarga Harapan

h

Sasnran penerima honiunnn

Kewajihan penerimn PRH
Besarnyva unng veng diterima
Peluksang PEH

Sunk= terhadap pelanggeron

e el b —

Sumber - Pedomen Usnion FRH

Evaluasi Implementasi Program Keluarga
Harapan (PEH) i Kecamatan Majasari
Kabupaten Pandeglang

(Stndi Kasos Tahap 11 Tahun 20007
F'y

¥

Implementasi Program Keluarga
Harapan

Sumber : Hasil Analisis Konsep Peneliti, 2011

Program Keluarga Harapan merupakan “harapan” bagi masyarakat yang
tergolong Rumah Tangga Sangat Miskin untuk dimasa vang akan datang mercka
dapat meningkatkan taral kehidupan atau kelaar dari lingkar kemiskinan. Program
ini pun memiliki pedoman-pedoman yang harus dipatuhi oleh implementator.

Setelah di implementasikan, maka baru dapat diketahui hasil Evaluasi
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Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Majasari Kabupaten

Pandeglang (Studi Kasus Tahap 111 Tahun 2010),

2.3 Hipotesis Penclitian

Menurot Sugiyono (2007:64) hipotesis merupakan jawaban sementara
terhadap rumusan masalah penclitian, dimana rumusan masalah penelitian telah
dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanvaan. Dikatakan sementara kerena
Jawaban vang diberikan baru berdasarkan pada teori relevan. belum didasarkan
pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis
juga dapat dinvatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah

penelitian, belum menjadi yang empiris.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hipotesis deskriptif, vaitu
jawaban sementara terhadap rumusan masalah deskriptif. Mengacu pada uraian

vang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti menetapkan hipotesis sebagai
berikut :

Ha:ps>60%

Ha : “Pelaksansan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan
Majasari Kabupaten Pandeglang (Studi Kasus Tahap Il Tahun 2010)

yvang sesual dengan aturan pedoman pelaksanaan tercapai melebihi 60%
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Ho : n<60%

Ho : “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan
Majasart Kabupaten Pandeglang (Studi Kasus Tahap I Tahun 2010)
yang sesuai dengan aturan pedoman pelaksanaan tercapai lebih rendah

sama dengan 60%"



BARB I

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurat Sugiyono (2007:1) metode penelitian pada dasarnya merupakan
cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam
penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif’ kuantitatif,
Metode penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh dan menyajikan
data secara maksimal dan menyeluruh sesuai dengan teori vang digunakan dalam

penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar menkualifikasi temuan,

Penelittan deskniptifl menurut David Kline dalam Sugivonoe (2007:11)
adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik
satu varigbel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan uatau
menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Karena penelitian
ini hanya menggunakan satu variabel dan tidak untuk dibandingkan atau untuk

dihubungkan dengan variabel lain.

3.2 Instrumen Penelitian

Menurut Emory dalam Sugiyono (2007:118) pada prinsipnya meneliti
adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Karena
pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur

yang baik alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan istrumen peneltian.

48



49

Menurut Sugivono (2007:119) instrumen peneltian adalah suatu alat vang

digunakan mengukur tenomena alam maupun sosial yang diamati.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kueisoner,
dengan jumlah variabel sebanyak satu variabel atau variabel mandiri. Sedangkan
skala pengukuran instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala
Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap pendapat dan persepsi
seseorang atau scekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban setiap item
instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradiasi dari sangat positif
sampai sangat negatil. Schingga, untuk keperluan analisis kuantitatif, maka

Jawaban dari setiap item instrumen diberi skor, yakni sebagai berikut.

Tabel 3.1
Skoring Item Instromen
Pilihan Jawaban Skor
Sangal Sesuai 4
Sesual 3
Kurang sesuai 2
Tidak Sesuai i

Perlu diketahui bahwa pada pernyataan no 13 poinnya adalah kebalikan
dari pernyataan-pernvataan no lain. Jadi khusus no 13 poin untuk Sangat Sesuai =
I, Sesuai = 2, Kurang Sesuai = 3, dan Tidak Sesuai = 4. Untuk mempermudah
menemukan jawaban atas permasalahan vang telah diuraikan sebelumnya, berikut

peneliti uraikan kisi-kisi instrumen yang digunakan.



Tabel 3.2
Kisi-Kisi Instrumen Penelitian
Variabel Pedoman Indikator Mo item
instrument
Sasaran I. Kepatuhan terhadap kriteria L2
Penerima sasaran penerima bantuan
Bantuan dengan penerima PEH di
lapangan
2. Penerima bantuan merupakan | 3.4
: __ wanita dewasa
Kewajiban 3. Kepatuhan terhadap 56
Penerima kewajiban yang harus
PKIH dipenuhi penerima hantuan
4. Akses terhadap fasilitas 1.8
kesehatan dan fasilitas
pendidikan
Besaran 5. Kesesualan antara aturan 9.10
Evaluasi | Uang Yang jumlah uang yang diterima
Pelaksanaan | diterima oleh penerima bantuan dengan
PEH kenyataan dilapangan
f. Kecukupan terhadap
Pemenuhan kebutuhan 11,12
penerima PEKH
Pelaksana 7. Menjalankan tupoksi para 13,14
PKIH pendamping sesuai pedoman
8. Kemampuan memberikan
pendampingan 15,16
Sanksi . Kesesuaian sanksi yang 17,18
Pelanggaran diberikan dengan jenis
pelanggaraan
10, Pengaruh sanksi yang 19,20

diberikan terhadap kepatuhan
penerima PKH

Sumber : Analisis Konsep Peneliti, 2011

A. Jenis Data

3.2.1 Jenis dan Sumber Data

1} Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh peneliti melalui angket

(kuesioner), wawancary ({nrerview) . dan observasi (pengamatan),
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2} Data Sekunder, vaitu data vang tidak langsung diperoleh peneliti, namun
diperoleh melalui orang lain maupun dokumen seperti, hasil penelitian
vang relevan, laporan dan catatan-catatan sckretariatan PKH atau
melalui informan yaitu, masyarakat yang memberikan keterangan dan
informasi kepada peneliti,

b. Sumber Data

I} Responden. yaitu masyarakat Kecamatan Majasari vang menjadi
penerima manfaat Program Keluarga Harapan Tahap 11T Tahun 2010
vang dilibatkan secara langsung dalam kegiatan penelitian ini, untuk

memperoleh gambaran atas materi yang dijadikan objek penelitian.

2) Literawr, yaitu data kepustakaan yang memiliki hubungan dengan

penelitian.
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Secara teknis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data

sebagai beruikut :
AL Angket

Menurut Sugivono (2007:162) Angket atan kuesioner merupakan teknik
pengumpulan data vang dilakukan dengan cara memberi seperangkal pertanyaan
atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner
merupakan teknis pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti

variable yang akan diukur dan tahu apa vang bisa diharapkan dari responden.
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B. Observasi

Menurut Sutrisno dalam Sugivono (2007:166) mengemukakan bahwa
observasi merupakan suatu proses vang kompleks, suatu proses yang tersusun
pelbagai  proses biologis dan  psikologis. Observast merupakan teknik
pengumpulan data dengan menggunakan media panca indra peneliti sendiri secara

langsung ke lapangan penelitiannya.

C. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung
dengan responden untuik mendapatkan gambar serta informasi vang dibutuhkan
sebagai bahan sekunder guna mendukung data primer yang telah peneliti dapatkan

sebelumnya melalui angket tertutup.

D. Kepustakaan

Metode kepustakaan digunakan dalam penelitian ini, gunanya adalah
untuk mendapatkan uvraian vang benar dari beberapa ahli. Dengan cara
mempelajari dan membaca buku-buku, literatur serta karya ilmiah yang pernah
dibuat dan dipublikasikan sebagai bahan referensi yang ada hubungan dengan

penulisan penelitian ini.

Dari keempat instrumen penelitian yang dipergunakan penulis dalam
penelitian ini, metode angket sebagai metode primer, karena data yang diperolch
dari angket merupakan data elementer dalam pengujian hipotesis penelitian

dengan menggunakan rumus stadsok untok mengetahui unglkat partisipasi
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masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan program keluarga harapan di Kecamatan
Majasari Kabupaten Pandeglang. Sedanghan ketiga metode pengumpulan data

lainnya tetap relevan untuk digunakan karena sebagai bahan untuk data sekunder.

1.3 Populasi dan Sampel
3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2007:90) populasi adalah wilavah generalisasi vang
terdidri atas objek atau subjek yvang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh  peneliti untuk dipelajari dan  kemudian ditarik
kesimpulannya. Populast untuk pengambilan sampel pada penelitian ini adalah
warga masyarakat di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang vang terdafiar
sebagai anggota penerima Program Keluarga Harapan Tahap II1 Tahun 2010,

vang berjumlah 865 KK. (Database UPPKH Kabupaten Pandeglang)

3.3.2 Sampel

Menurut Sugivono (2007:91) sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti
tidak mungkin mempelajari semua yang ada karena keterbatasan dana, tenaga, dan
waktu, maka peneliti menggunakana sample dari yang diambil dari populasi it
Karena jumlah populasi pada penelitian ini cukup besar maka peneliti
membutuhkan sampel sebagai representatif dari populasi yang ada. Uniuk

mengukur sampel. peneliti menggunakan rumus Slovip yaitu
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n = M
1+ Net
Ket :
n = ukuran sampel
N = ukuran Populasi
e = Sampling error (tingkat kesalahan)
Diketahui :
N = 865 KK
g = 0.07 (7 %)
n =
Jawab :
n = 865
| + 865 (0,07
n = BG5S
I + 865 (0,049)
n = BHS
523

n = 1653= 165 Sampel

Berdasarkan perhitungan dengan mengeunakan rumus Slowvin, dapat
diketahui bahwa dari jumlah populasi sebanyak 8635 KK dengan tingkat kesalahan
sebesar 7 % ((L07). maka diperoleh hasil sebanyak 165 sampel. Kemudian. teknik
pengambilan sampel yvang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik

propotional random sampling. Dimana sampel dihitung berdasarkan ketentuan



besaran sampel atas besaran populasi, di bawah ini tabel dari teknik perhitungan

sampel penelitian.

Tabel 3.3
Teknik Perhitungan Sampel
Jumlah 1 e Hasil
Kelurahan RTSM Perhitungan Hasil Akhir
179
Sulkaraty 179 [ 5o x 100 % =206 % x 165 339 34
62
Kaivion 72 | ==X 100%=10,6%x 165 17,4 13
T Cilai 165 1 —
Cilgja 103 | =2 x 100 %= 19 % x 165 33 LS
i 186
Saruni 1B ==X 100 % =215 % x 165 Ll 36
B 339 X
Pager Bat | - 239 12— x 100 % =276 %x 165 e .
Jumlah ¥ =h63 ¥ =165

Sumber - Data Diolak Tahun 2011

3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan maka tahap selanjotnya adalah pengolahan data,

Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan, Pada tahap ini

data diolah sedemikian rupa sehingga berhasil disimpulkan kebenaran-kebenaran

yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-perspalan yang diajukan dalam

penelitian. Teknik pengolahan data dalam Bungin (2009:165-168) tersebut

menggunakan cara sehagai berikut




l. Ediring Data. Adalah kregiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai
menghimpun  data dilapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena
kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi
harapan peneliti, ada diantaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih,
berlebihan bahkan terlupakan. Oleh karena itu, keadaan tersebut harus
diperbaiki melalui editing ini. Proses editing dimulai dengan memebri
identitas pada instrumen penelitian yang telah rterfjawab. Kemudian
memeriksa satu per satu lembaran instrumen dan poin yang janggal
tersebut,

2. Coding daia. Setelah tahap editing selesai dilakukan, Kegiatan berikuinya
adalah mengklasifikasi data-data  tersebut  melalui  tahap koding.
Maksudnya bahwa data vang telah diedit tersebut diber identitas sehingga
memiliki arti terlentu pada saat dianalisis. kemudidan diberikan skor
dengan menggunakan skala Likert,

1. Tahulating data. Adalah memasukan data pada tabel-tabel tertentu dan
mengatur angka-angka serta menghitungnya., Penyusunan data dalam
tabel-tabel vang mudah dibaca dan tabel tersebut disiapkan untuk

dianalisis,

Setelah pengolahan data dilakukan, tahap selanjutnya adalah analisis
data. Dimana analisis itu dilakukan untuk membahas masalah vang terdapat dalam
rumusan masalah. Analisis data dilakukan dalam vsaha untuk menyederhanakan
data vang didapat agar mudah dipahami oleh pembaca. Metode analisis yang

digunakan oleh peneliti adalah metode kuantitatif. Kegiatan dalam analisis data
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adalah mengelompokan data berdasarkan variabel dari  jenis responden,
mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data
dari setiap variabel wyang diteliti, melakukan perhitungan unuk menjawab
rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah
diajukan. Sehingga untuk melakukan pengujian hipotesis deskriptif dipakai t-test
satu sampel dan menggunakan uji pihak kanan, karena tyw. berada di sebelah
kanan lpipq,. Berikut merupakan rumus pengujian hipotesis deskriptif yang

diajukan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1L

t =——

“Ho
5
vn

Keterangan :

X = Keterangan rata-rata

W, - Nilai yang dihipotesiskan
5 = Simpangan baku sampel
n = jumiah anggota sampel

34.1  Uji Validitas

Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data vang
terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek vang diteliti.
Instrumen vang valid beraarti alat ukur vang digunakan untuk data mengukur itu
valid. Sugiyone (2007:137) mendefinisikan valid berarti instrumen tersebut dapat
digunakan untuk mengukur apa saja yang seharusnya diukur. Maka dari ito untuk

menguji instrumen penelitian ini agar data vang didapat valid, maka peneliti



menggunakan rumus Korelasi Produce Momend dengan bantuan piranti funak

Staristic Program Far Social Science (SPSS) 15.0,

= uExy — [Ix)(Ev)
E5] WW] [ﬂzvi:, - [E}[L'j !]

Keterangan :

T = Koefisien Korelasi Product Moment

¥X = Jumlah Skor Dalam Sebaran X

¥¥ = Jumlah Skor Dalam Sebaran ¥

YXY = Jumiah Hasil Kali Skor X dan Y yang Berpasangan
YA Jumlah Skor vang Dikuadratkan dalam Sebaran X

nu

Jumlah Skor yang Dikuadratkan dalam Sebaran Y
Jumliah Sampel

e

i

3.4.2 Uji Reliabilitas

Tahap selanjutnya adalah uji reliabilitas, dimana hasil penelitian yang
reliabel, bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Sugiyvono
(2007:137) mendefinisikan Instrumen yang reliabel merupakan instrumen yang
bila digunakan berkali-kali untuk mengukuor objek yang sama. Pendekatan yang
digunakan untuk uji reliabelitas adalah pendekatan reliabelitas konsistensi
internal. Adapun teknik vang digunakan untuk mengukur konsistensi internal
adalah Cronbach’s Alpha. Variabel dikatakan reliabel jika nilai alphanya lebih
dari 0,30, Dengan dilakukannya uji relibelitas maka akan menghasilkan suatu
instrumen vang benar-benar tepat atau akurat dan mantap. Pengujian Reliabilitas
kuesioner pada penelitian ini menggunakan bantuan piranti lunak Sratistic

Program For Social Science (SPSS) 15.0. Rumus Cronbach 's Alpha.



n TSP
==
n—n 285t

Keterangan :
n = jumiah butir
Si' = variabel butir

St

variabel total

1.5 Lokasi dan Wakitu Penelitian

Lokasi penelitian ini  berada di Kecamatan

39

Majasari Kabupaten

Pandeglang. Adapun waktu penelitian dimulai pada bulan September 2011 -

Februart 201 2.

Tabel 3.4
Jadwal Penelitian
Wakiu Pelaksanaan
No | Kegiatan September 2011-Maret 2012
Sept’11 | Okto’11 | Nov'11 Jan'12 | Feb'12 | Mar'12

1 | Menentukan |

Judul
2 | Bimbingan

BAB I-111
3 | Seminar

| Proposal
4 | Revisi

Proposal
5 Péﬁgu'mpulan

| Data
0 | Pengolahan

Daia
7 | Penyusunan

Laporan
8 | Sidang

Skripsi
9 | Revisi

Skripsi




BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyvek Penelitian
4.1.1 Keadaan Geografis

Wilayah Kecamatan Majasari secara geografis terletak antara 67177327 —
67207367 lintang selatan dan 106703752 - 1067067300 Bujur timur dengan luas
daerah 20,09 km* atau sebesar 0,73 % dari luas Kabupaten Pandeglang. Kelurahan
Karaton merupakan kelurahan terkecil dengan lwas 1,91 km?, sedangkan
Kelurahan Pagerbatu merupakan kelurahan terbesar dengan luas 5,56 km®. Bentuk
topografi wilayah Kecamatan Majasarl sebagian merupakan dataran yaitu di
wilayah Kelurahan Sukaratu, Kelurahan Karaton dan  Kelurahan  Saruni,
sedangkan di Kelurahan Cilaja dan Kelurahan Pagerbatn merupakan kawasan
lereng. Ketinggian wilayah Kecamatan Majasari rata-rata dibawah 500 m di

permukaan laut (dpl).

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Majasari
. Luas | Presentase
Kelurahan (Km2) )

01 Sukaratu 4.27 21,23
02 Karaton 1.91 9,51
03 Cilaja 4.26 21.2
04 Saruni 4.09 20,36
(5 Pagerbatu 5,56 27,68
JUMLAH 20,09 100

Sumber: Monpgrall Kecomatan Majasari, 2009

6l



Tabel 4.2
Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Majasari

6l

Kelurahan

Utara

Selatan

01 Sukaratu

Kel.Sarum

Kee. Banjar

(2 Karalon

Kee, Pandeglang

Kel. Sukaratu

03 Cilaja

Kee Pandeglang/Kee: Karang Tanjung

Kel. Saruni

04 Saruni

Kel. Pagerbatu

Keo, Kaduhejo

05 Pagerbato

Kee, Cadasan

Kel. Saruni

Sumber ! Monogeali Kecamaton Mojasari, 2009

Tabel Lanjutan

Kelurahan Barat Timur
01 Sukaratu Kee. Kaduhejo  |Kel. Karaton/Kee, Pandeglang
(12 Karaton Kel. Cilaja Eec. Pandeglang

03 Cilaja

Kel. Pagerbatu

kel Karaton

04 Saruni

Kee. Kaduhejo

Kel Cilaja/Kel, Karaton

05 Pagerbatu

Kee. Kaduhejo

Kel.Cilaja

Sumber @ Monograli Kecamatan Maojasari, 2009

4.1.2 Pemerintahan

Kecamatan Majasari merupakan Kecamatan baru yang dibentuk pada tanggal

17 Juli 2007 dengan dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang
No.26 Tahun 2007 dan merupakan pemekaran dari Kecamatan Pandeglang.
Secara administrasi Kecamatan Majasari terdiri dari 5 kelurahan, 53 rukun warga
(RW) dan 178 rukun tetangga (RT).
4.1.3 Penduduk
Penduduk Kecamatan Majasari pada tahun 2009 tercatat sebanyak 44.714
jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 23.017 jiwa dan perempuan

21697 jiwa. Jumlgh rumah tangea sebanyak 9987 rumah tangga dengan
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kepadatan penduduk sebesar 2.501 jiwa per km® dengan sex ratio sebesar 106,08
yang artinya setiap 100 penduduk perempuan di kecamatan Majasari terdapat 106
sampal dengan 107 penduduk laki-laki.

Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di kecamatan Majasari
sehanyak 28.111 jiwa, terdiri atas 14476 jiwa laki-laki dan 13.635 jiwa
perempuan. Sementara itu, jumlah penduduk tidak produktif (0-14 tahun dan =65
tahun) tercatat sebanyak 16,603 jiwa, terdiri atas 8.541 jiwa laki-laki dan 8.602
Jiwa perempuan, Dari data tersebut diperoleh angka beban tanggunpan sebesar
59,06, artinya dari setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung beban
59 sampai dengan 60 penduduk usia tidak produktif,

4.1.4 Sosial dan Budava

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah
cukup tersedianya sumber daya manusia vang berkualitas. Merujuk pada amanat
UUD 1945 beserta amandemennya (pasal 31 ayat 2), maka melalui jalur
pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk
Indonesia. Peningkatan SDM saat ini lebih difokuskan pada pemberian
kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengecap pendidikan,
terutama kelompok usiasekolah (umur 7-24 tahun),

Pada tahun 2009 Jumlah sekolah TE/RA di Kecamatan Majasari
berjumlah 21 unit, sckolah SD sederajat sebanyak 29 unit, SMP sederajat
schanyak 7 unit dan sekolah SMA sederajat sebanyak 9 umit. Rasio murid-guru
pada tahun 2009 umtuk sekolah TKE dan RA sebesar 6.43 yang berarti setiap

seorang gurt TK/RA menangani 6-7 siswi. Sedangkan rasio murid-guru uniuk
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sekolah SD/MI sederajat sebesar 17,85, sekolah SMP/MTs sederajat sebesar 12,44
dan sckolah SMAMA/SMEK sederajat sebesar 25,38,
4.1.5 Kesehatan
Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh sikius atau tahapan
kehidupan manusia. Keberhasilan pembangunan kesehatan pada akhirnya akan
meningkatkan kesejahteraan masvarakat. Pentingnya pembangunan kesehatan ini
paling tidak tercermin dari deklarasi Millenium Development Goals (MDGs),
dimana lebih dari sepertiga indikatornya menyangkut bidang kesehatan, Jumlah
Puskesmas Umum dan Puskesmas Pembantu di Kecamatan Majasart dalam kurun
waktn dua tahun terakhir tidak mengalami perubahan yaitu masing-masing
sebanyak | unit Puskesmas Umum yang berlokasi di kelurahan Saruni dan 2 unit
Pustu yang berlokasi di Kelurahan Sukaratu dan Kelurahan Pagerbatu, Pada tahun
2009 jumlah pasien rawat jalan di puskesmas majasari sebanyak 34.609 orang,
sedangkan yang rawat inap sebanyak 25.074 orang,
4.1.6 Produlksi
Dalam struktur perekonomian Kabupaten Pandeglanpg. sektor pertanian
merupakan sektor dominan tak terkecuali di kecamatan Majasari. Hal ini dapat
ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk usaha pertanian,
vaitu untuk tegal/kebun/ladang/huma, tambak, kolam/tebat'empang, lahan untuk

tanaman kayu-kayuan, perkebunan Negara/swasta dan sawah.
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4.2 Pengujian Persyarat Statistik

4.2.1 Hasil Uji Validitas

Pada penelitian ini, tahap awal proses analisis data adalah melakukan wji
validitas instrumen terlebih dahulu. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga
ketetapan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya, Uji validitas
digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu kuesioner yang menjadi
alat ukur dalam penelitian ini. Instrumen yang valid menggambarkan bahwa suatu
instrument benar-benar mampu dalam mengukur variabel-variabel yang akan
diukur dalam penelitian, serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antara
konsep penelitian dengan hasil pengukuran,

Pada uji validitas, peneliti mengambil sampel sebanyak 40 responden
terlebih dahulu, Hal imi dimaksudkan untuk mengetahui valid atau tdaknya data
sebelum data tersebut diolah secara keseluruhan. Selain itu, uji validitas dilakukan
agar lebih mengefisienkan waktu dalam pengambilan data di lapangan. Artinya,
apabila 40 sampel yang didapat hasilnya valid secara keseluruhan, maka sisa
sampel dapat dilanjutkan penyebarannya. Tetapi bila terdapat sampel vang tidak
valid dan tidak mewakili indikator yvang ada, maka instrumen tersebut diganti
dengan instrument baru sebagai pengganti instrument yang tidok valid. Kenudian
kuesioner tersebut disebar awal kembali untuk menghasilkan instrument yang
valid. Tetapi apabila ditemukan hasil sampel yang odak valid namun, tetap
mewakili indikator, maka instrumen tersebut dihapus dan penyebaran kuesioner

dapat dilanjutkan tanpa mempertanyakan instrumen vang bersangkutan.



Adapun rumus yang digunakan oleh peneliti dalam uji validitas ini. adalah

dengan menggunakan statistic korelasi product moment dengan bantuan SPSS

versi 17,
Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Analisis Butir Validitas Instrumen
| No.Instrumen Thitung Tiabel Keputusan
1 0,330 0,312 WValid
2 0,654 0,312 Valid
3 0,705 0,312 Valid
4 0,662 0312 Valid
5 0,484 0.312 Valid
6 0,385 0312 Valid
7 0,390 0312 Valid
8 0,257 0312 Tidak Valid
9 0,514 0,312 Valid
10 0,462 0,312 Valid
11 0,441 0312 WValid
12 0,203 0.312 Tidak Valid
13 0,042 0312 Tidak Valid
14 0,392 0,312 Valid
15 0,200 0,312 Tidak Valid
16 0410 0,312 Valid
17 0,407 0,312 Valid
18 0,376 0,312 Walid
19 0,524 0,312 Walid
2 0,524 0.312 Valid

Sumiber : Data diokah hun 2012

Kriteria item/butir instrumen yang digunakan adalah apabila thiywg = Faba,
berarti item/butir instrumen dinyatakan valid. Jika ruuee < fope, berarti item/butir
instrumen dinyatakan tidak valid. Perolehan nilai dari rgu, diperoleh dari
perhitungan statistik korelasi product moment dengan bantuan SPSS statistik versi
15, Sementara, perolehan nilai 0.312 dari rypq merupakan perolehan dari Korelasi

FProduct Momenr dengan tingkat kesalahan 5 % dengan jumlah responden 40
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orang. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat empat butir
imstrumen vang dinyatakan tidak valid yaitu butir instrumen nomor 8, 12, 13 dan
I5. Hal tersebut dapat dibuktikan karena nilal fhiwy < Fune. Artinya, keempat butir
instrumen tersebut dihilangkan dan tidak perlu diganti karena indikator instrumen

dapat terukur dengan butir instrumen lainnya.

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

Giuna menjaga kehandalan dari sebugh instrumen atau alat ukur
maka peneliti melakukan uji reliabilitas. dimana instrumen vang dilakukan uji
reliabilitas adalah instrumen yang dinyatakan valid, sedangkan instrumen yang
dinyatakan tidak wvalid maka tidak bisa dilakukan wji reliabilitas, Dalam
pengukuran reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach dengan bantuan SPPS 13,
Adapun hasil dari uji reliabilitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah
nilai Alpha Cronbach sebesar 0.735. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai
alphanya lehih dari 0.30 (Sugivono,2008:126). Maka hal ini dapat diartikan
bahwa 0,735 = dari 0,30 sehingpa instrumen yang diuji bisa reliabel. Untuk lebih
Jjelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 4.4

Raliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items
735 20




67

4.3 Deskripsi Data

4.3.1 ldentitas Responden

Dalam penelitian 1 yang berudul Tingkat Ewvaluasi Implementasi
Program Keluarga Harapan di Keécamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Studi
Kasus Tahap [Tl Tahun 2010, Maka vang menjadi responden dalam penelitian ini
adalah seluruh masyarakar Keeamatan Majasari yang menerima bantuan Program
Keluarga Harapan sebesar 865 KK. Dengan menggunakan rumus Sloviy dengan
berdasarkan tingkat kesalahan sebesar 7 % maka jumiah sampel dalam penelitian
ini adalah sebanyak 163 orang. Kemudian teknik pengambilan saampel dalam
penelitian ini dilakukan proposional random saompling, dengan cara sefiap
anggola populasi diberi nomor terlebih dabulu sesuai dengan jumlah anggota
populasi. Dalam mengisi kuesioner, responden diminta untuk memberikan
identitas diri sebagai penunjang data. Dimana identitas diri meliputi jenis kelamin,

usia, pendidikan, dan pekerjaan.

Diagram 4.1
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

1040%
E0%
60%
A0%
20% -

0

Parempuan Laki-laki

Sumber : Data Pramer, 2002
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Berdasarkan gambar diagram di atas dapat diketahui bahwa identitas
responden berdasarkan jenis kelamin perempuan ada 163 orang dan yang berjenis
kelamin laki-laki ada 2 orang. Seharusnya, yang menjadi responden peneliti
berjenis kelamin perempuan semuanya. Tetapi dua orang laki-laki ini muncul
karena untuk kasus laki-laki pertama hal ini dikarenakan istrinya baru dua bulan
ini berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi TKL Tetapi bantuan masih tetap
mengalir karena memang pada saat pengambilan bantuan bisa diwakilkan dengan
menunjukan surat perwalian yang sebelumnya sudah diurus bersama pendamping
PKH di kampung tersebut. Sedangkan untuk laki-laki kedua, disini memang
terjadi kesalahan mengenai data awal. Jadi. bapak ini pada saat pendataan awal
hanya tingeal bersama kedua anaknya yang masih sekolah, Karena kondisi
ckonomi yang kurang mampu dan ada di daftar penerima pusat, nama bapak
inilah wang akhirmya tercantum dalam kartu PKH. Kedua laki-laki tersebut
kKebetulan ada di kelurahan vang sama vaitu di Kelurahan Pager Batu, Kecamatan

Majasari, Kabupaten Pandeglang.

Diagram 4.2
Identitas Responden Berdasarkan Tingkatan Usia

A0% -

0%

20%:

10%

0%

20-30 31-40 41-50 51-60 B1-70 71-B0

Sumber @ Data Primer, 2012
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Dari diagram diatas diketahui balwa rentan usia para responden dari usia
20 tahun sampai 80 tahun. Adapun rinciannya adalah usia 20 — 30 tahun
berjumlah 18 orang, usia 31 — 40 tahun berjumlal 35 orang, usia 41 - 50 tahun
berjumlah 53 orang, usia 51 — 60 tahun berjumlah 235 orang, usia 61 — 70 tahun
berjumlah 9 orang dan untuk usia 71 — 8{ tahun berjumlah 3 orang. Dapat dilihat
bahwa kebanyakan responden ada di kisaran usia 31 tahun — 50 tahun yvang

berjumlah 110 orang jika ditotalkan antar dua kategor usia tersebut.

Diagram 4.3
ldentitas Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

0%
B0%
50%
40%
0%
20%
10%

0%

hanarer wli buruh pedagang IRT

Surmber : Data Pramer, 2012

Dari diagram diatas diketahui bahwa jenis pekerjaan para responden.
Honorer berjumlah | orang, kuli berjumiah 7 orang, buruh berjumlah 26 orang,
pedagang berjumlah 24 orang, dan yang hanya menjadi Ibu Rumah Tangga (IRT)
berjumlah 109 orang.

Untuk responden yang bekerja sebagai honorer di Dinas Kebersihan

Kabupaten Pandeglang, responden bekerja sebagai tukang sapu di lingkungan
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alun-alun Kabupaten Pandeglang. Tapi, karena sekarang responden telah diangkat
menjadi PNS dengan pangkat golongan 2 A (lulusan SD), semenjak periode
pencairan tahun 2011, responden sudal tidak menerima lagi bantuan PKH. Untuk
kategori Kuli, mercka mengaku bahwa pekerjaan spesifiknya adalah sebagai
Pembantu Rumah Tangga, Tukang Pijit dan kuli panggilan yang tidak menetap
dirumah majikannva sebagai Pembantu Rumah Tangga. Untuk vang berkategori
Buruh, mereka mengaku sebagai burub ani atae buruh serabutan. Buroh tani
vang tidak memiliki sawah pribadi melainkan hanya sebagai pekerja disawah
orang lain. Untuk kategon pedagang, mereka adalah yang terdiri dari penganyam
perabotan dapur tradisional, dan yang memiliki warung Kelontongan di rumah
atau yang berjualan di pinggir sckolah, Untuk kategori Ibu Rumah Tangga (IRT)
artinya mereka tidak punya pekerjaan yang menghasilkan uang selain pemberian
dari suami, pekerjaan keschariannya hanya mengurus anak-anak, memasak dan

mengurusi rumah,

Diagram 4.4
ldentitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

a0%
B0%
40%
20%
0%
Tidak SRISDMIL  SMP/MTs  Perguruan  Pesantren
Sekolah Tinggil (D)

Sumber @ Datn Fromer, 0TS
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Dari gambar diagram diatas dapat diketahui babhwa tingkat pendidikan
para pencrima bantuan PKH adalah kebanyakan setingkat SR/SD/MI dengan
jumlah 124 orang. disusul oleh para responden yang mengaku tidak sempat
mengenyam bangku sekolah sebanyak 22 orang, lalu responden yang bersekolah
hingga bangku SMP/MTs sebanyak 12 orang, tapi ada pula responden yang tidak
masuk sekolah formal tapi masuk ke pesantren vang berjumlah 3 orang.
Menariknya, bahwa ternyata satu responden yang berpendidikan hingga jenjang
perguruan tinggi setingkat DI jurusan PGTK. Meskipun demikian, | responden
terebut mengaku pekerjaannva hanya sebagal seorang yang membuka warung
kelontongan saja, tidak menjadi guru TE.

SR (Sekolah Rakyat) merupakan nama setingkat SD vang diterapkan pada
mas pemerintahan kelonial hingga soekarno. Tercatat 124 orang termasuk dalam
mengenvam pendidikan hingga setingkat SR/SD/MIL sebenarnya tidak sedikit juga
yang beberapa diantaranya tidak sampai menamatkan 5D hingga kelas 6. Adapula
yang hanva bersekolah sampai kelas 1,234 dan 5 dengan alasan bahwa mereka
langsung dinikahkan oleh orang tuanya. Pada zmman dulu, memang kesadaran
untuk bersekolah masih rendah khususnya bagi kaum perempuan yang dianggap
tidak perlu bersekolah formal. Trend menikah di usia dini sangatlah dianggap
wajar pada zaman itu, jadi jangan anch jika ada yang putus sekolah karema di
nikahkan. Tapi ada pula yang beralasan karena akses ke sekolah memang jauh
dari rumah sehingga membuatnya malas pergi ke sekolah, bahkan adapula yang
mengaku karena tidak naik kelas. dan malu untuk kembali ke sekolah akhirnya

memuiuskan untuk berhenti sekolah.
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Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu faktor
penyebab timbulnya kemiskinan di Kecamatan Majasari adalah tingkat
pendidikan masyarakat yang masih tergolong rendah. Ketika tingkat pendidikan
rendah sehingga mercka pun hanya mampu bekerja di sektor informal yang
pajinva kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sehingga, hal ini
menyebabkan mereka termasuk dalam kniteria masyarakat miskin di Kecamatan

Majasari.

4.4 Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses analisis vang dilakukan peneliti
dengan cara mendeskripsikan data hasil penyebaran kuesioner vang ditujukan
kepada seluruh masyarakat Kecamatan Majasari vang menjadi anggota sampel.
Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektitkah Program Keluarga
Harapan di terapkan di Kecamatan Majasari. Kabupaten Pandeglang.

Adapun lebih detailnya. peneliti menjelaskannya dalam bentuk table dan
diagram disertai pemaparan dan kesimpulan dari hasil jawaban responden
berdasarkan butir-butir pertanyaan yang telal penclitinya buat sebelumnya.
Diamana, butir-butir pertanyaan tersebut dituangkan dalam bentuk kuesioner,
Uraian kuesioner-kuesioner diuraikan oleh peneliti dalam bentuk penjelasan butir-
butir pertanyaan secara sistemaris. Kuesioner tersebut ajukan kepada 165
responden yang menjadi sampel penelitian yang telah ditentukan sebelumnya,

Pemaparan mengenai butir-butir pertanyaan ditafsirkan sesuai dengan

indikator pertanyaannva, sehingga akan terlihat beberapa penafsiran dalam
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menguraikan jawaban responden yang herbeda tergantung adari indikator
pertanyaan. Seperti misalnya, S8 (Sangat Sesuai), S (Sesuai), KS (Kurang Sesuai)
dan TS (Tidak Sesuai). Uralan lebih lanjut mengenai hasil kuesioner dar

penelitian ini, bisa dilihat pada uraian berikut ini.

4.4.1 Jawaban Responden Pernyataan Ke-1
Berikut merupakan gambaran atas jawaban responden mengenai beberapa
kriteria RTSM dari BPS yang disajikan dalam bentuk presentase, Dimana syarat

penerima PKH juga merupakan termasuk dalam kriteria RTSM dari BPS.

Diagram 4.5
Kriteria RTSM BI'S

455
40%%
3I5%
30%
25%:
205
15%:
105

5%

55 5 kS 5

Sumber ; Data Primer, 2002

Diagram diatas menjelaskan dalam hitungan presentase, berikut uraiannya
vang dijelaskan tidak dalam bentuk presentasi. Responden yang menjawab tidak

sesuni sebanyak 12 orang, kurang sesuai sebanyak 50 orang, sesuai sehanyak 67
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orang dan sangat sesuai 36 orang. Dart gambaran tersebut, 36 orang memang
sangal sesuai dengan kriteria BPS mengenai masuk tidaknya mercka sebagai
RTSM. Sehenarmva, dari 14 kriteria RTSM yang dibuat oleh BPS. memang tidak
semuanya sesuai dengan kondisi, tapi ada beberapa hal yang sesuai dengan
kondisi mereka. Misalnya seorang responden memang memiliki kepala rumah
tangga yang bekerja sebagai pedagang tetapi pendidikan kepala rumah tangga
sampai tingkat SLTA. Sedangkan 30 reésponden kurang sesuai dengan kriteria
RTSM vyang dibuat BPS, Misalnya karena kondisi rumah vang sesuai dengan

kriteria tetapi hal-hal lainnya tidak masuk dalam kriteria RTSM dari BPS.

4.4.2 Jawaban Responden Pernyataan Ke-2
Bertkut merupakan gambaran atas jawaban responden mengenai syarat-

syarat penerima PKH selain dari termasuk dalam kriteria RTSM BPS.

Diagram 4.6
Syarat Penerima PKH

70%
B0%
50%:
A0%
0%
20%
10%

55 5 kS =

Sumber @ Data Pramer, 20012 (Permyiadnian No 2)



Berdasarkan diagram 4.6 yang disajikan dalam hitungan presentase tentang
syarat penerima PKH yang selain masuk sebagai RTSM juga memiliki anak wajib
belajar 9 tahun sebagai kriteria pendidikan atau anak balita dan/atau ibu hamil,
menyusui dan nifas sebagai kriteria kesehatan. Bentuk presentasi pada diagram
apabila dirubah dalam bentuk perorang, maka yang menjawab tidak sesuan 1
orang, kurang sesuai |8 orang, sesuai 112 orang dan sangat sesuai 34 orang.

Perbedaan klasifikasi Sangat Sesuai dan Sesuai pada poin kuisoner bagian
ini adalah terletak pada jika Sangat Sesuai berarti penerima bantuan memang
memiliki anak usia sekolah Sembilan tahun serta anak usia balita dan/atan sedang
hamil. Disini dari 165 sample yang memang benar-benar masuk dalam kriteria
kesehatan dan pendidikan artinya ada dalam kategori Sangat Sesuai ada 34 crang,
responden sedangkan untuk yang dalam kriteria kesehatan saja atau hanya
pendidikan saja ada 112 orang. Hal ini tidaklah salah jika penerima bantuan hanya
ada dalam satu kriterin  saja. Yang menjadi masalah adalah respinden yang
menjawab pada kategori Kurang Sesuai dan Tidak Sesuai. Ada |8 Responden
vang termasuk datam kategori Kurang Sesuai alasannya karena pada dasarnya
mercka ada dimasa tepggang karena anak mercka sudah tidak masuk dalam
kriteria Kesehatan {anak balita) karena usia 6 tahun jadi dari posyandu melarang
mereka untuk ke posyandu tapi juga masih belum masuk SD. Selain itu ada yang
pada bulan Juli kemarin sudah lulus SMP nya tapi masih menerima bantuan sama
seperti anak tersebut masih SMP. Sedangkan | responden menjawab Tidak Sesuai
karena, responden ini hanya masuk dalam kriteria pendidikan. tapi kebetulan

anaknya memilih Keluar dari sekolah. Meskipun demikian karena validitas data
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PKH mungkin masih belum dilakukan sehingga responden tersebut masih

mendapat bantuan.

4.4.3 Jawaban Responden Pernyataan Ke-3
Berikut gambaran jawaban responden atas pernyataan mengenai ketentuan
penerima PKH sebhagal wanita dewasa yang mengurusi anak pada rumah tangga

tersebult.

Diagram 4.7
Penerima PKH adalah Wanita Dewasa

6%
50%
40%
30
20%
10%

153

55 5 K5 TS

Sumber : Data Promer, 2002 (Pernyatsan No 3)

Berdasarkan diagram 4.7 dalam bentuk presentase mengenal ketentuan
penerima PKH sebagai wanita dewasa yang mengurusi anak pada rumah tangga
yang bersangkutan. Berikut penjelasan dalam bentuk perhitungan perorangan
dapat dilibat balhwa 3 responden termasuk dalam tidak sesuai, 25 responden
termasuk dalam kurang sesuai, 47 responden termasuk dalam sesuai, dan 90 orang

termausk dalam sangat sesuai.
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Ada responden yang ditemui oleh peneliti ternyata tidak mengurusi anak
secara langsung bahkan tidak tingoal serumah dengan anak tersebut. Serta selain
itu ada bahkan satu responden yvang ternyata justru bapaknya lah yang mengambil
uang pencairan mesikpun alasannya adalah karena sang ibu telah bekerja menjadi
TEKW di luar neweri. 25 responden dimasukan dalam kategori kurang sesuai
karena ke 25 responden merupakan nenck dari anak dengan kriteria kesehatan
dan/atou pendidikan, meskipun tinggal dalam satu rumiah sejatinya bapak dan ibu
dari anak tersebut masih hidup dan masih mengurusi keperluan anaknya. 47
orang termauk di kategori sesual karena memang 47 responden tersebut meskipun
nenck dalam rumah tangga tersebut dan tinggal satu atap dengan cucunya. fapi
memang neneknyalah yang mengurusi keperluan cucunya tersebut, Hal ini terjadi
karena biasanya anak tersebut sudah tidak mempunyai kedua orang tua secara
utuh. Sedangkan 90 orang termasuk sangat sesual karena jelas ke 90 orang
responden tersebut memang sebagai ibu kandung dari anak-anak yang dilahirkan

olehnya dan kebetulan masuk dalam kriteria kesehatan dan/atau pendidikan.

4.4.4 Jawaban Responden Pernyataan Ke-4
Berikut merupakan gambaran atas jawaban responden mengenai nama
dalam kartu kepesertaan PKH merupakan ibu atau wanita dewasa yang mengurus

anak pada rumah tangga tersebut.
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Diagram 4.8
Nama di Kartu PKH

50%

40%:

0%

20%

1%

0%
55 5 K5 T8

Sumber @ Data Pramer, 2001 (Pernyaman Na. 4)

Berdasarkan dingram 4.8 mengenai nama dalam kartu kepesertaan PKH
merupakan ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga
tersebut. Dalam bentuk hitungan perorangan, ada § orang responden yang tidak
sesuai nama dalam kartu PKHnya karena ada tiga kasus utama yaitu pertama
ditemukan hahwa nama pada kartu penerima PKH adalah nama anak terbesar
pada rumah tangga tersebut tapi yang dimasukan adalah adiknya sendiri. Hal ini
terjadi menurut penuturan responden adalah karena pada saat pendataan awal sang
ibu yang mengurus anak pada rumah tangga tersebut sedang pergi ke luar kota.
Kedua, mirip seperti kasus vang pertama tapi bedanya keluarga tersebut memang
tidak memiliki kedun orang tua lagi (vatim piatu) jadi vang dicatat dalam Kkartu
kepesertaan PRI adalah nama anak vang kebetulan pada saat itu tinggal di rumah
tersebut. Walaupun sebenarnya anak itu bukan anak yang pertama (tertua)

dikeluarga tersebul. Serta vang menjadi alasan menerima bantuan PKH adalah



79

anak terakhir dengan kriteria keschatan, Tapi kemudian nama yang tercantum
dalam kartu PKH tersebut menikah dan dibawa suaminya keluar kota sehingga
dirumah tersebut yang mengurus anak dengan kriteria keschatan tercbut
digantikan oleh angpota keluarga tertuanya, Ketiga, karena memang vang tercatat
adalah justru nama ayah bukan ibu, alasannya menurut penuturan responden pada
saat itu memang dirinya sudah menduda dan kedua anaknya hanya diurus sendin
olehnya. Tapi karena keadaan ekonomi yvang masuk kategori RTSM dan kedua
anak vang masuk dalam Kriteria pendidikan maka tetap dimasukan sebagai
penerima PKH. Tiga kasus tersebut terjadi pada tiga orang yang masuk dalam
kategori tidak sesuai. Alasan lainya adalah karena memang yang tercantum dalam
kartu PKH adalah bukan pengurus anak yang masuk dalam kriteria keschatan
dan/atau pendidikan walaupun tinggal dalam satu rumah. Jadi kebetulan ibu-ibu
tersebut adalah kepala keluarga dalam rumah tangga tersebut vang tinggal
bersama anak menantu, dan cucunyva dalam satu rumah,

22 orang responden masuk dalam kategori kurang sesuai karena nama
vang tercantum dalam kartu PKH adalah nama nenek yang tinggal bersama
dengan anak menantu, dan cucunva dalam satu rumah tapi karena anak dan
menantunya berpenghasilan kurang mencukupi kehidupan mumah tangga tersebut
sehingga sang nenek sedikit demi sedikit ikut membiaval kehidupan cucunva.
Sedangkan 46 responden termasuk dalam kategori sesuai karena memang
meskipun yang tercatat bukan ibu kandung (nenek.ibu tiri, dan bibi), tapi turut
membiayal kehidupan anak wvang msauk dalam kriteria kesehatan dan/atau

pendidikan, 89 responden masuk dalam kategori sangat sesual arfinya memang
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mereka adalah ibu-ibu kandung yang mengurus secara langsung  keperluan anak

yang masuk dalam kriteria kesehatan dan/atau pendidikan.

4.4.5 Jawaban Responden Pernyataan Ke-5
Berikut merupakan jawaban responden terhadap pernyataan mengenai
pemenuhan kewajiban penerima PKH untuk cek kesehatan secara teratur bagi

vang masuk dalam kriteria kesehatan.

Diagram 4.9
Cek Kesehatan Rutin
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Summber : Data Promer, 2002 (Pernyitaan No, 5)

Diagram 4.9 yang disajikan dalam bentuk presentase mengenai komitmen
dari para penerima bantuan PKH terhadap kewajiban mereka untuk melaksanakan
pemeriksaan kesehatan bagi mereka yang menerima bantuan karena kriteria
kesehatan saja atau menerima bantuan karena kesehatan dan/atau pendidikan.

Pada dasarnya pemeriksaan kesehatan bisa dilakukan di posyandu, puskesmas,



Bl

pusdu, dan rumah sakit. Tapi disini peneliti lebih menekankan pada fasilitas
kesehatan posyandu.

Berikut uraian dalam bentuk hitungan perorangan, 62 orang menjawab
tidak sesuai karena berdasarkan keterangan responden bahwa anak mereka sudah
tdak termasuk dalam kategori kesehatan. Pada tahun pertama menerima baniuan
memang anaknya didata berdasarkan kriteria kesehatan, tapi sekarang karena
anaknyva sudah bertambah umuor dan menurut keterangan posyandu sudah ridak
perlu datang ke posvandu maka mereka pun tidak melakukan pemeriksaan
keschatan secara rutin ke posyandu. 36 orang menjawab kurang sesuai karena
mereka memang fidak melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara rutin ke
posyandu meskipun anak mercka masih dalam kriteria keschatan,

51 orang termasuk dalam kategori sesuai artinyva mercka relatif rajin
datang ke posyandu, hanya saja pernah sesckali tidak datang ke posyandu karena
tidak mendapat informasi adanya posyandu, faktor cuaca. atau pada saat adanya
posyandu sedang ada kegiatan yang tidak bisa di tinggalkan. 16 orang termsuk
dalam katepori sangat sesuai artinya mereka memang rajin datang ke posyvandu
hingga anak mercka mendapatkan piagam dan baju yang diberikan oleh tim
posyandu kepada mereka yang memang rutin melakukan pemeriksaan posyandu
sehingga imunisasi dan vaksinasi terhadap anak mereka dilakukan sampai selesai

SEImua,
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4.4.6 Jawaban Responden Pernyataan Ke-6
Berikut gambaran atas jawaban responden terhadap pernyataan mengenai
pemenuban kewajiban penerima PEKH untuk wajib belajar sembilan tahun bagi

penerima PKH yang termasuk dalam kriteria pendidikan.

Diagram 4.10
Intensitas ke Sekolah
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Sumber ; Thata Framer, TOTI (Fernyatdan No )

Diagram 4.10 yang disajikan dalam bentuk presentase mengenai
pemenuhan kewajiban penenima PKH untuk wajib belajar sembilan tahun. Berikut
uraian dalam bentuk hitungan perorangan dapat diketahui 8 responden menjawab
tidak sesuai, karena anak dengan kriteria pendidikan sudah tidak sekolah lagi
sudah lulus sekolah. 89 responden menjawab sesuai, karena anak responden masih
melaksanakan wajib belajar Sembilan tahun meskipun sesekali tidak sekolah
karena alasan sakit dan ijin tidak masuk sekolah karena ada acara keluarpa, serta

6 responden menjawab sangat sesual karena anak-anak responden vang masuk
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dalam kriteria pendidikan masih menjalani wajib belajar Sembilan tahun dan rajin

pergi kesekolah,

4.4.7 Jawaban Responden Pernyataan Ke-7

Berikut merupakan jawaban responden mengenai akses ke fasilitas
kesehatan ke rumah para responden, sebagai tempat mereka untuk melaksanakan
komitmen terhadap kesehatan, Disini fasilitas kesehatan lebih di tekankan pada

jarak dari rumah responden ke fasilitas kesehatan posyandu.

Diagram 4.11
Abkses Ke Fasilitas Kesehatan
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umber ; Data Prmer, 2012 (Pernyvatsan No. 7)

Diagram 4,11 mengenai akses ke fasilitas kesehatan yang dalam bentuk
presentase. Berikut uraian dalam bentuk hitungan perorangannya dapat diketahui
bahwa 6 responden menjawab tidak sesuai artinya akses ke posyandu memang
jauh dari ramah responden serta medan yang ditempuly eukup sulit seperti jalan

yang berlubang dan dipisahkan oleh areal hutan, 41 responden menjawab kurang
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sesuai kareny memang jarak dari tempat tinggal ke fasilitas kesehatan dianggap
jauh oleh responden, 91 responden menjawab sesuai karena jarak tempat tinggal
ke fasilitas keschatan memang dekat, dan 27 responden menjawab sangat sesuai
artinya bahwa jarak tempat tinggal ke fasilitas kesehatan sangatlah dekat seperti
memang dengan posyandu jaraknya bersebelahan dan/atau berjarak 100 meter.
Kecenderungan responden yang menjawab sesuai kebanyakan dari rentan
usia 31 tahun — 30 tahun yaitu sebanyak 69 responden. Usia responden bisa
mempengaruhi intensitas ke fasilitas kesehatan. Indikasinva jika masih muda
artinya kemungkinan terbesar mereka masih fir untuk membawa anak mereka ke
fasilitas kesehatan dalam hal ini ke posyandu. Fakior lain adalah Jarak dar tempat
tinggal ke fasilitas kesehatan jupa dapai mempengaruhi intensitas mereka ke
fasilitas kesehatan, indikasinya semakin jauh ke posyandu dapat membuat malas

datang ke posyandu.

4.4.8 Jawaban Responden Pernyataan Ke-8 (Tidak Valid)

Pada pernyataan ke-8 ini yang membahas mengenai jarak ke fasilitas
pendidikan (sekolah) dari para penerima PKH. Ternyata pada tahap validitas tidak
valid, sehingga pernvataan ini tidak diteruskan untuk ditanyakan kepada
responden yang masih belum ditemui. Oleh karena ito tidak dapat disajikan

berapa presentasenya,

4.4.9 Jawaban Responden Pernyataan Ke-9
Berikut merupakan jawaban responden dalam bentuk presentase terhadap

pernyataan mengenai kesesuaian antara jumlah uvang yang diterima  para



responden pada saat pencairan dan ketentuan yang seharusnya diterima oleh
responden untuk kriteria keschatan. Besaran vang yang scharusnya diterima
dengan kriteria keschatan yaitu ibu hamil/nifas dan/atau balita sebesar Rp.

BO00L000,-,

Diagram 4.12
Besaran Uang Kriteria Kesehatan
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Sumber @ Data Primer, 2002 (Pernyvitaoan No 9)

Berikut uraian dalam hitungan perorangan. Diketahui bahwa 7 responden
memjawab tdak sesuai, artinva mereka mendapat jumlah rupiah yvang tdak sesuai
dengan daftar anak vang dimasukan dalam kritenia kesehatan, missal dalam saiu
keluarga ada tiga anak, dua dimasukan dalam kriteria kesehatan dan satu
dimasukan dalam kriteria pendidikan tapi ternyata dalam pencairan untuk anak
dengan kriteria kesehatan hanya di hitung satu-anak saja. 12 responden menjawab
kurang sesuai , 102 responden menjawab sesual karena uang yang bisanva mereka
terima setiap pencairan memang sesuai dengan haknya tapi ada kurangnya karena

adanya sanksi pemotongan atas pelanggaran terhadap komitmen awal dan 44
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responden sangat sesuai, Berikut merupakan diagram 4.12 yang menjelaskan

tingkat perbandingan jawaban,

4.4.10 Jawaban Responden Pertanyaan Ke-10.

Berikut ini gambaran atas jawaban responden mengenai kesesuaian jumiah
rupish dengan kriteria pendidikan. Perlu diketahui bahwa besaran kriteria
pendidikan bagi anak setara SD/MI sebesar Rp. 400.000- dan anak setara

SMP/MTs sebesar Rp. 800.00().-,

Diagram 4.13
Besaran Uang Kriteria Pendidikan
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Sumber - Data Primer, 20012 (Pernyataan No, 10}

Diagram 4.13 disajikan dalam benwuk presentasi, berikut uraian dalam
bentuk hitungan perorangan terlihat bahwa | responden menjawab tidak sesuai
karena menurut pengakuan responden. beliau pernah hanya mendapatkan jatah
sebesar Rp. 120.000.- dari seharusnya vang beliau dapat sebesar Rp. [50.000.-.

Hal ini cukup mengherankan mengingat bahwa jika pemotongan ini dilaksanakan
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atas dasar pelanggaran komitmen maka pemotongan dimulai dari Rp. 30,000,-
hingga Rp. 130.000,-. Tapi disini responden mengaku mendapat potongan sebesar
Ep. 30.000.-.

16 responden menjawab kurang sesuai pada dasarnya alasannya adalah
karena wvalidasi data yang kurang sesual dengan keadaan anak responden.
Kasusnya adalah anak responden vang mausk dalam  kriteria  pendidikan
sebenarnya sudah masuk bangku SMP tapi masih mendapatkan bantuan dengan
tarif SD. 90 responden menjawab sesuai karena jumlah rupiah yang mereka dapat
memang sesuai dengan haknya namun pernah ada potongan itupun karena
pelanggaran komitmen, jadi diberikan sanksi pemotongan. Sedangkan 58
responden menjawab sangat sesuai karena mereka mengako bahwa jumiah rupiah
yang mereka terima selalu sama setiap pencairan karena memang sesual dengan

hak vang mereka harus terinia.

4.4.11 Jawaban Responden Pernyataan Ke-11
Berikut merupakan  gambaran atas  jawaban  responden  mengenai
kecukupan besar bantuan PKH untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan/atau

pendidikan,
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Diagram 4.14
Kecukupan Bantuan PKH
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Sumber @ Datn Pramer, 2002 {Pernyatman Mo, 11)

Diagram 4.14 mengenai kecukupan terhadap pemenuhan kebutuhan
Keschatan danfatau  pendidikan dapat  diketahuwi dalam  wraian  hitungan
perorangannya adalah 3 responden menjawab tidak sesuai, karena jumlah anak
dalam keluarga sendinn memang sangatlah banyak tapi karena keterbatasan jumlah
bantuan (maksimal Rp. 550.000~ pencairan) jadi tidak mencukupi keperluan
semus pendidikan dan/atau kesehatan semua anak dalam  keluarga. 42 responden
menjawab kurang sesuai karena mereka bertikir bahwa ingin adanya uang untuk
uang jajan harian anak mereka ke sekolah, tentu apabila vang untuk PKH ini
digunakan untuk uang jajan schari-hari ke sekolah tidak akan cukup. 116 orang
responden menjawab sesuai karena pada dasarnya mereka selalu bersyukur berapa
pun rupiah yang mercka terima karena hanya sebuah pemberian. 4 responden

menjawab menjawab sangat sesuai.
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4.4.12 Jawaban Responden Pernyataan Ke-12 (Tidak Valid)

Pada pernvataan ke-12 ini yang membahas mengenai seberapa pentingkah
bantwan PKH untuk keperluan kesehatan dan‘atau pendidikan para penerima
PKH. Ternyata pada tahap validitas tidak valid, sehingga pernyataan ini tidak
diteruskan untuk ditanyakan kepada responden vang masth belum ditemuoi. Oleh

karena itu tidak dapat disajikan berapa presentasenya.

4.4.13 Jawaban Responden Pernyataan Ke-13 (Tidak Valid)

Pada pernyataan ke-13 ini yang membahas mengenai tugas pendamping
PKH dalam menjalankan tugas pendampingannya. Ternyata pada tahap validitas
tidak wvalid., sehingga pernyvataan ini tidak diteruskan untuk ditanyakan kepada
responden yang masih belum ditemul. Oleh karema itu tidak dapat disajikan

berapa presentasenya.

4.4.14 Jawaban Responden Pernyataan Ke-14
Berikut merupakan gambaran atas jawaban responden mengenai adanya
pemberian uang atau tanda “terima kasih™ dari para penerima PKH ke

pendamping PKH dan/atau Aparatur Desa.
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Diagram 4.15
Tanda "Terima Kasih" ke Pendamping PKH dan/atan
Aparatur Knmpung
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Sumber ¢ Data Peimer, 2012 (Pernvataan No 14)

Dari diagram 4.15 yang dijabarkan dalam hitungan presentase, maka
berikut uratan yang dijabarkan dalam hitungan perorangan. Diketahui bahwa 74
reponden menjawab sangat sesuai, artinya bahwa memang ada pemberian jatah
bagi para pendamping dan/atau apartur desa bagi setiap kali pencairan. Walaupun
mereka mengaku seikhlasnya dalam memberi nang tapi biasanya berjumlah antara
Rp. 5.000.- s/d Rp. 25.000.- perrumah tangga yvang mendapat bantuan. Bisanya
ini di kumpulkan terlebih dahulu pada ketua kelompok dan kemudian ketua
kelompoklah yang membagi uang tersebut ke pendamping, RW, RT dan kader
posyvandu setempat. 44 responden menjawab Sesuai karena pada kelompok
responden ini menurut penuturan mereka pemberian jatah dalam bentuk rupiah
hanya diberikan kepada aparatur desa saja, tapi pendamping hanya diberi berupa
beras, kue-kue atau hasil kebun lainnya. itu pun karena kesadaran para penerima

bantuan PEH sendiri.
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[5 responden menjawab kurang sesuai karena tidak ada pemberian jatah
baik bentuk rupiah ataupun bentuk lainnya yang dipatek sendiri oleh pendamping
PKH karena pendamping PKH sendiri yang menjelaskan bahwa hal tersebut
memang tidak diperbolehkan, Sedangkan untuk RW, RT, Kader Posyandu, staff
kebersihan kelurahan hanya diberikan vang rokok atau wang bensin juga bisa
untuk uang kumpulan rapat untuk membeli kue-kue serta jika kebetulan ada
pembangunian mesjid maka sedikit di berikan sumabangan pada pembangunan
mesjid tersebut. 32 responden menjawab tidak sesuai karena mereka dengan lugas
menjawab memang tidak ada yang namanya pemberian jatah tertentu baik kepada
pendamping PKH atau apartaur kampung,

Sebenarmya pemberian jatah bagi pendamping PKH setiap pencairan tidak
dibenarkan. Dikarenakan bahwa sesungguhnya sodah menjadi tugas para
pendamping PKH untuk melakukan tugasnya sebagai pendamping PKH dan disini
pendamping PEIH sendiri sudah mendapatkan gaji perbulannya. Meskipun disini
tidak semua pendamping PKH meminta “jatah™ pada para penerima PKH. tetapi
karena penerima PKH sendiri yang memberikan “jatah™ pada pendamping PKH.
Disini memang sangat kental unsur budaya Indonesia yang mempengaruhi pola
interaksi antar penerima PKH dengan pendamping PKH. Pola hubungan Parron-
kfien dimana cirri hubungannya adalah ketergantungan klien pada paton karena
adanya pemberian barang-barang yang dibutuhkan klien dar patron yang
menyebabkan adanya rasa utang budi klien pada patron (Philipus:2004:43),

Para penerima PKH seolah-olah mempunyai hutang budi kepada para

pendamping PEKH meskipun sebenamya sudah menjadi tugasnyalah melakukan
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pendataan dan/atau validasi data dilapangan. Tapi, begitulah sifat masyarakat
Indonesia yang memang baik-baik. Perlu di ketahui bahwa di pernyataan no 13 ini
poinnya adalah kebalikan dari pernyataan-pernyatan no lain. Jadi kbusus no 13
poin untuk Sangat Sesuai = 1, Sesuai = 2, Kurang Sesuai = 3, dan Tidak Sesuai =

4,

4.4.15 Jawaban Responden Pernyataan Ke-15 (Tidak Valid)

Pada pemnyataan ke-15 ini yang membahas mengenal kemampuan
pendamping PKH dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dirasakan oleh
penerima PKH dalam kaitannya dengan Program Keluarga Harapan. Temyata
pada tahap validitas tidak valid, sehingga pernyataan ini tidak diteruskan untuk
ditanyakan kepada responden yang masih belum ditemui, Oleh karena itu tidak

dapat disajikan berapa presentasenya.

4.4.16 Jawaban Responden Pernyataan Ke-16
Berikut merupakan jawaban respenden mengenai kemampuan para
pendamping PKH dalam memberikan pendampingan terhadap para penerima

PEH di lapangan.
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Diagram 4.16
Kapabelitas Pendamping PKH
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Sumber @ Data Primer. 2012 (Pernvataon No, 16)

Dari diagram 4.16 yang disajikan dalam hitungan presentase berikut uraian
yang disajikan dalam hitungan perorangan mengenai kemampuan para
pendamping dalam menjelaskan segala hal mengenai PKH. 3 responden
menjawab tidak sesuai, 79 responden menjawab kurang sesuai karena mercka
lebih  faham apa vang dijelaskan oleh sesama penerima bantuan PKH
dibandingkan oleh pendampingnya. 69 responden menjawab sesuai karena
mereka memang benar-benar memahami apa yvang disampaikan oleh pendamping
pada saat sosialisasi. Serta 14 responden menjawab sangat sesuai.

Gaya komunikasi pendamping perlu disesuaikan dengan karakteristik
penerima PKH di wilayah kelurahan-kelurahan di Kecamatan Majasari. Beda
kelurahan, beda pula paya komunikasi yang diterapkan, Hal ini dikarenakan
bahwa awa wilayah kelurahan di Kecamatan Majasari yang memang pedalaman
dan lebih perkotaan. Jadi, pendamping perlu menyesuaikan dengan kebiasaan

setempat. Selain itu kita juga perfu memperhatikan tingkat pendidikan. Dalam
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penelitian ternyata sebanyak 124 responden dari 165 responden adalah lulusan
SD/MISR maka gaya komunikasi vang di sampaikan oleh pendamping PKH
Jjangan terlalu tinggl. Agar penjelasan dari pendamping PKI lebih mudah di

pahami oleh para penerima bantuan PRI

4.4.17 Jawaban Responden Pernyataan Ke-17
Berikut merupakan jawaban responden mengenai pernyatnan tentang
sanksi yang diberikan terhadap penerima bantuan PKH vang melanggar komitmen

dengan pelanggaaran yang dilakukan perbulan,

Diagram 4.17
Sanksi Pelanggaran Perbulan
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Sumber @ Data Primer. 200 1 (Pemyataan No 17)

Diagram 4,17 mengenai sanksi yang diberikan ketika pelanggaran
dilakukan perbulan disajikan dalam hitungan presentase, tetapi uraian berikut
akan dijelaskan dalam bentuk hitungan perorangan. 10 responden menjawab

kurang sesual, mercka mengaku pernah dilakukan pemotongan karena anaknya



tidak sekelah padahal anaknya tidak sekolah karema sakit bukan karena tanpa
alasan. 142 responden menjawab sesual karena mercka mengku pada dasarnya
tidak begitu mengerti tentang jumlah rupiah vang di potong setiap pelanggaran
perbulan jadi bagi mercka pemotongan memang sesuai dengan pelanggaran yang
dilakukan. Serta 13 responden menjawab sangat sesuai, mereka mengaku bahwa
anak mereka pernah tdak sekolah dalam satn bulan 3 hari dan diberikan

pemotongan sebesar Rp. 50.000.-.

4.4.18 Jawaban Responden Pernyataan Ke-18
Berikut merupakan gambaran jawaban responden mengenai sanksi yang

diberikan jika melanggar komitmen selama tiga bulan berturut-turut,

Diagram 4.18
Sanksi Pelanggaran Tiga Bulan Berturut-turut
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Sumber @ Data Primer, 2002 (Pernyataan No. 18)
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Diagram 4,18 disajikan dalam hitungan presentase, berikut uraian
dijelaskan dalam hitungan percrangannya mengenal pemberian sanksi apabila
melanggar komitmen selama tiga bulan berturut-turutdapat diketahui bahwa |
responden  menjawab  tidak sesuai, karena berdasarkan wawancara dengan
tetangga dari responden bahwa sebenarnya anak dengan kriteria pendidikan dari
responden sudah tidak sckolah lagi. tapi tidak mendapatkan sanksi pemotongan
satu kali pencairan atau pencabutan bantuan atas anak dengan kriteria pendidikan
tersebut, 10 responden menjawab kurang sesuaj dan 145 responden menjawab
sesuai walaupun sebenarnva belum pernah mereka melihat kasus pelanggaran
komitmen selama figa bulan berturut-turut. Serta 9 responden menjawab sangat

sesuil.

4.4.19 Jawaban Responden Pernyataan Ke-19
Berikut merupakan jawaban atas pernyataan responden mengenai usaha
para penerima PKH dalam melaksanakan komitmen awal perihal kesehatan dan

pendidikan.
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Diagram 4.19
Usaha Menepiti Komitmen

405

30%

20%

10%

0%
55 5 kS TS

Sumber : Data Primer, 2012 (Permyvatoan Na, 19}

Diagram 4.19 mengenai usaha dari para penerima PKH untuk
melaksanakan komitmen yang disajikan dalam hitungan presentase, berikut uraian
dijelaskan dalam bentuk hitungan perorangannya. hasilnya 28 responden
menjawab tidak sesuai, 36 responden menjawab kurang sesuai, karena mercka
terkadang berhalangan hadir ke posyandu dengan alasan tertentu atau anaknya
tidak sckolah karena alasan sakit. 60 responden menjawab sesuai karena mercka
selalu mengusahakan untuk tetap pergi ke posyandu untuk kriteria keschatan dan
menyuruh anak mereka untuk tetap pergi ke sekolah sekalipun anaknya sedang
sakit (sakit ringan). 41 responden menjawab sangat sesuai artinya anak dengan
kriteria pendidikan memang sangat bersemangal ke sekolah tanpa diminta oleh

ibunya,
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4.4.20 Jawaban Responden Pernyataan Ke-20
Berikut merupakan jawaban responden mengenai pengaruh adanya sanksi

terhadap kepatuhan para penerima PKH untuk melaksanakan komitmen.

Diagram 4.20
Sanksi Memberikan Motivasi

40%

0%

20%

10%

0%
55 5 kS TS

Sumber ; Data Pramer, 201 | {Permyatsan No. 20)

Dari diagram 4.20 mengenai pengarubh pemberian  sanksi terhadap
pelaksanaan komitmen yagn disajikan dalam hitungan presentase, berikut uraian
dalam hitungan perorangan. Diketahui 28 responden menjawab tidak sesuai
bermakna bahwa pada dasarnya mereka tidak begitu mengethui tenatang adanya
sankst, Sebanvak 38 responden menjawab kurang sesumi karena mercka tidak
terpengarub dengan ketentuan sanksi. 38 menjawab sesuai dan 41 responden
menjawab sangat sesuai karena mengaku terpengaruh dengan adanya ketentuan
sanksi yang dapai dilakukan jika melanggar aturan, sehingga mereka selalu

berusaha untuk melaksanakan komitmen yang telah disepakati sehelumnya.
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4.5 Pengujian Hipotesis

Penelitian mengenai Evaluasi Implementasi Program Keluarga Harapan di
Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang, memiliki hipotesis sebagai berikut -

Ho : u<60%

“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan
Majasari Kabupaten Pandeglang (Studi Kasus Tahap 11T Tahun 2010) vang
sesuai dengan aturan pedoman pelaksanaan tercapai lebih rendah sama
dengan 60%™

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahul sejauhmana tingkat
signifikasi dari hipotesis yang diajukan. Berdasarkan metode penelitian, maka
pada tahap pengujian hipotesis penelitian ini, peneliti menggunakan rumus (-test
satu sampel. Adapun penghitungan pengujian hipotesis tersebut, yaitu sebagai
berikut.

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, maka skor ideal vang
diperoleh adalah 4 x 165 x 16 = 10560 (4 = nilai tertinggi dari setiap jawaban
vang dinyatakan pada responden yang termasuk kriteria skor berdasarkan pada
skala Likert), (165 = jumlah anggota sampel yang dijadikan responden). (16 =
jumlah pertanyaan yang ditanyakan kepada setiap responden). Sedangkan rata-
rata 10560: 165=64.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di  kecamatan Majasari
Kabupaten Padeglang |, nilai yang dihipotesiskan adalah kurang dar 60% dan

nilai ideal. hal ini berarti bahwa 0.60 x 10560 = 6336 dibagi 165 = 38.4.
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Ho untuk memprediksi p lebih rendah atau sama dengan 60 persen dari
skor ideal. Sedangkan, Ha melebihi 60 persen dari skor ideal yang diharapkan.

Ho=p <60 % < 0,60 x 10560 : 165 =384
Ha = p = 60 % = 0,60 x 10560 : 165 =384

Diketahui :

X =4576

po =60 % = 060 x 10560 : 165 =384

§= 5,267

n= 165

ditanya ;17

X — o

&

Jn
4576 —38 4

5.267

v 165

Jawah: t =

17.95

Harga s, tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga ty.. dengan
derajat kebebasan (d k) =n — 1 = (165 — | = 164) dan taraf kesalahan oo = 5%,
untuk uji satu pihak [one rail test) dengan uji pihak kanan. Berdasarkan dk 164

dan o =35 %, ternyata harga t tabel untuk uji satu pihak = 1,645, Karena harga t
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hitung lebih besar dari dan harga t tabel atau jatuh pada daerah penerimaan Ha
(17,95 = |,643) maka, hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis kerja (Ha) diterima.
Berdasarkan perhitungan, ditemukan bahwa Evaluasi Implementasi Program
Keluarga Harapan di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Studi Kasus
Tahap 11 Tahun 2010 vaitu:

7551 ] ;
. AVENT = LY
Pelaksanaan PKH 10560 XN O100% 71,50 %

Jadi, telah diketahui bahwa Implementasi Program Keloarga Harapan di

Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang tahun 2010 adalah sebesar 71.50

persen.
Gambar 4.1
Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis
Daerah Penerimaan Ho Draerah Penerimaan Ha
‘-.“-“-
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I
. 1
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4.0 Interpretasi Hasil Penelitian
Interpretasi dari penelitian yang berjudul Evaluasi Implementasi Program
Keluarga Harapan di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang studi kasus

tahap I tahun 2010 memiliki hal yang sangat utama, yaitu menjawab rumusan
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masalah yang telah dibuat oleh peneliti pada awal penelitian sebagai hipotesis
penelitian. Rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti pada awal penelitian
adalah " Bagaimanakah Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan
Majasari, Kabupaten Pandeglang Tahap III Tahun 2010 77

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah tersebut,
berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus t test satu sampel dengan
uji-satu pihak (fone fail rese) dengan uji pihak kanan bahwa harga ty,,, lebih besar
(=) dari harga ty,g Maka, hal itu dapat diartikan bahwa Ho ditolak dan Ha
diterima karena mencapai angka 71,50 %.

Berdasarkan data yang diperoleh, skor ideal instrumen adalah 4 x 165 x 16
= 10560 (4 = nilai tertinggi dari setiap jawaban yang dinyatakan pada responden
vang termasuk kriteria skor berdasarkan pada skala Likert). (165 = jumlah
anggota sampel vang dijadikan respenden). (16 = jumlah pertanyaan yang
ditanyakan kepada setiap responden.. Nilai skor dari hasil penelitian adalah
sebesar 7551, Nilai Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan
Majasari Kabupaten Pandeglang Tahap III Tahun 2010 adalah 7551 : 10560 =
0,7150 atau 71.50 persen. Interpretasi yang tepat untuk menjawab rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah, Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di
Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang tahap 111 tahun 2010 meneapai angka
71,50 persen. Hal ini berarti program tersebut telah berjalan dengan baik.
Penilaian tersebut didasarkan kepada indikator skor hasil penelitian yang

menunjukan bahwa, jumlah skor hasil penelitian ini adalah 7551.
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4.7 Pembahasan

Sebelumnya peneliti akan membahas mengenai perhitungan uji hipotesis
dimana dalam pengujian tersebut didapat hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis
kerja (Ha) diterima. Hasil ini memberikan ari bahwa Pelaksanaan Program
Keluarga Harapan di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Pada Tahap 111
tahun 2010 elah mencapai 71,50 persen. Hal ini menandakan hahwa rermyata
pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Majasari Kabupaten
Pandeplang Tahap 111 Tahun 2010 telah berjalan dengan baik,

Hasil perolehan nilai tersebut didapat berdasarkan perhitungan yang telah
dilakukan dengan menggunakan data vang diperoleh oleh peneliti. skor ideal
instrumen adalah 4 x 165 x 16 = 10560 (4 = nilai tertinggi dari setiap jawaban
vang dinyatakan pada responden yang termasuk kriteria skor berdasarkan pada
skala Likert). (165 = jumlah anggota sampel yang dijadikan responden). (16 =
jumlah pertanyaan yang ditanyakan kepada setiap responden). Hasil kuesioner
pada tahap pengumpulan data adalah sebesar 7551 : 10560 = 0,7150 atau 71,50

persen. Dimana presentase skor hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.5
Indikator Skor Hasil Penelitian
Nao. Nilai | Penjelasan
| 1 % -25 % Tidak Baik
2 26 % - 50 % Kurang Baik
3 51 %- 75 % Baik
4 T6 % - 100 % Sangat baik

Sumber @ pengoelahon data, 2012

Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan Program Keluarga

Harapan di Kecamiatan Majasari Kabupaten Pandeglang Pada Tahap 111 Tahun
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2010 telah berjalan dengan BAIK. Padahal sebelumnya dalam identifikasi
masalah terdapat banyak masalah yang peneliti temui, Hal ini kemungkinan
terjadi karena keterbatasan vang dimiliki peneliti pada tahap obsevasi awal. Pada
tahap observasi awal peneliti hanya mengobservasi disekitar lingkungan tempat
tinggal belum menyeluruh se Kecamatan Majasari. Selain masalah tersebut, pada
tahap penvebaran kuisoner peneliti kurang mendalam dalam mendapatkan
informasi yang sebenar-benarnya dari para responden.

Berdasarkan keterangan yang diambil dari Bapak Usman SP selaku ketua
Koordinator UPPKH Kabupaten Pandeglang, bahwa sebenamya belum ada rating
resmi teniang Kecamatan mana vang paling bagus penerapan programnya di
Kabupaten Pandeglang. Hanva saja sebagai penilaian subjektif Bapak Usman
kecamatan yang paling bagus adalah Kecamatan Mandalawangi di Kabupaten
Pandeglang. Ini dilihat dari kemandirian para pendamping PKH dilapangan dalam
menyelesaikan  hal-hal yang  berkaitan  dengan PKH. Mengingat luasnya
Kecamatan Mandalawangi serta fasilitas pendidikan dan fasilitas keschatan yang
juga tersebar banyak di Kecamatan Mandalawangi, tapi mereka mampu untuk
memberikan data-data yang akorat. Selain itu, penilaiannya dilihat dari sarana
prasarana di sekretariat di Kecamatan Mandalawangi yang relatif lengkap. Seperti
tersedianya  tabel perkembangan PKH  seperti di  sekretariat  Kabupaten
Pandeglang. Serta penggunaan sekretariat Kecamatan Mandalawangi Kabupaten
Pandeglang sebagai media untuk berkoordinasi antar pendamping PKH sangat di

maksimalkan.



Tetapi jika diukur dari kepatuhan para penerima PKH, maka yang patut di
apresiasi positif adalah Keecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang. Dalam realisasi
anggaran pada tahap IV tahun 2011 Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang
yvang hanya menerima sanksi pemotongan bantuan penerima PKHnya hanya
sehesar = Rp. 300.000.- . jumlah tersebut merupakan jumlah sanksi paling terkecil
di antara keeamatan-kecamatan vang ada di Kabupaten Pandeglang. Artinya
penerima PKH di Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang disiplin dalam
memenuhi komitmen untuk ke fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan.
Sedangkan di Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandepglang total jumlah
sanksinya sampai + Rp. 3.100.000.-

Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang sendiri ternyata total sanksi
mencapai angka + Rp. 2.250.000,- artinya masih lebih besar di banding
Kecamatan Sumur, dilihat dari sckretariatnya pun tidak cukup bagus untuk di
bandingkan dengan Kecamatan Mandalawangi. Mengingat bahwa di sekretariat
UPPKH Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang hanya terdapat tabel
pendamping yang menerangkan wilayah kelurahan yang menjadi tanggung jawab
masing-masing pendamping di Kecamatan Majasari. Jadi. tidak terdapat tabel
yang menerangkan tentang progresifiras PKH di Kecamatan Majasari Kabupaten
Pandeglang. Tapi, jika dilhat dari segi nominal sanksi yang diterima dibandingkan
Kecamatan Mandalawangi yang mencapai £ Rp, 3.100,000.- , maka Kecamatan
Majasari lebih baik karena nominal sanksinya hanya £ Rp, 2.250.000.- , Meskipun
demikian yang paling sedikit nominal sanksinya tetap di pegang oleh Kecamatan

Sumur sebesar = Rp. 300,000~ jadi beda kategori sudut pandang dalam menilai
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kecamatan yang paling bagus penerapannya. Kecamatan Mandalawangi menjadi
terbaik jika diukur dari segi ke aktifan Pendamping PKH sedangkan Kecamatan
Sumur menjadi terbaik jika di ukur dan keaktifan Penerima PKH.

Hasil penelitian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan
Majasari Kabupaten Pandeglang Studi Kasus Tahap I Tahun 2010, dapat dilihat
kembali relevansinya dengan teori evaluasi implementasi kebijakan publik
menurut Mazmanian Sabatier, Edward 111, serta model implementasi kebijakan
Grindle.

Berdasarkan model Mazmanian dan Sabatier ada dua variabel vang masuk
dalam kesesuaian dengan pedoman umum yvang dipakai peneliti yaitu variabel
independen dan variabel intervening. Variabel independen (karakteristik masalah)
yang sesuai dengan kriteria pedoman pertama yaitu sasaran penerima bantuan.
Hal imi dikarenakan pada poin variabel independen menjelaskan tentang
keragaman objek penelitian dalam hal ini sasaran penerima bantuan. Disebut
beragam alasannya adalah di lihat dari tingkat kemajemukan sasaran penerima
PKH di Kecamatan Majasari. Di lokus ini meskipun sama tempatnya tapi ada dua
karakteristik vang muncul yakni karakteristik sasaran penerima PKH yang sudah
lebili maju dan terbelakang. Di sebut lebih maju karena akses ke ibu kota
kabupaten yang lebih dekat sedangkan disebut terbelakang karena akses ke ibu
kota yang jauh.

Variabel intervening (karakteristik kebijakan) wang pada intinya
menjelaskan tentang pelaksana dalam kebijakan tersebut. Dalam hal in1 variabel

imtervening cocok dengan poin pedoman umum poin yang menjelsakan mengenai
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pelaksana PKH. Peran dari pelaksana PKH ini sangatlah penting khususnya
pelaksana PKH dibagian lapang yang disebut pendamping PKH., Kemaksimalan
hasil yang di peroleh dari pelaksanaan PKH bergantung dari sebaik apa
komunikasi yang dibangun oleh pendamping PKH dengan para pencrima bantuan
PKIL

Untuk kriteria pedoman umum PKH vang membahas mengenal kewajiban
penerima PKH dan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan penerima PKH,
ini seperti yang di tekankan oleh mode] implementasi kebijakan vang di terangkan
oleh grindle. Model implementasi kebijakan grindel memang mengandung dua
sisi yaitu dari segi isi kebijakan dan segi implementasi. Disini yang cocok untuk
membahas kewajiban penerima PKH dan sanksi pelanggaran adaloh dilihat dar
segl implementasi. Hal ini dikarenakan segi implementasi kebijakan grindle
membahas mengenai strategi vang dapat dilakukan untuk memaksimalkan hasil
dari kebijakan tersebut. PKH merupakan pertama kalinya program pemerintah
yang menggunakan pola kewajiban dan sanksi dalam pelaksanaannya. Hal ini
dilakukan agar penerima bantuan PKH dapat bertanggung jawab dengan bantuan
vang diterimanya. Ketika penerima PKH telah dengan patuh melaksanakan
kebijakan maka hasil yang efektit dari kebijakan tersebut akan tercapai.

Sedangkan kriteria mengenai besarnya uang vang diterima PKIH int
berkaitan dengan model implementasi yang dipaparkan oleh Edward 111
Berdasarkan pendekatan kriteria evaluasi implementasi kebijakan publik menurut

Edward 11T, terdapat beberapa kriteria yang mempengaruhi pelaksansan kebijakan
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publik yvang meliputi communication, resource, disposition or amindes dan
bureaicralic SFuCtires.

Disini kriteria resource cocok dengan kriteria besarnya vang vang diterima
sasaran PKH. Hal ini dikarenakan mengenai ketersediaan sumber dava umtuk
melaksanakan kebijakan. Sumber daya disini tidak hanya sumber daya manusia
tetapi berkaitan dengan sumber dava pendanaan bantuan. Artinya anggaran yang
dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan ini vang diperuntukan bagi warga
penerima bantuan harus sesuai dengan data yang ada. Tidak dilebih-lebihkan dan
tidak dikurang-kurangkan jumlah besaran bantuan yang menjadi hak para
penerima bantuan PKH.

Selain hal-hal tersebu, perlu dicermati bahwa PKH itu berbeda dengan
BLT. Diskusi pada salah satu televisi swasta indonesia pada tangal 24 januari
2012, vang mengangkat tema diskusi “Suap Politik Gaya Baru” dimana secara
garis besar isi diskusinya menganggap bahwa suap politik gaya haru yang
dimaksudkan mengenai bantuan PKH sebagai persamaan dari BLT ({Bantuan
Langsung Tunai). Berdasarkan analisis peneliti, meskipun PKH dan BLT sama-
sama memberikan dana tunai kepada masyarakat miskin, tetapi secara aturan ada
perbedaan yang signifikan, Jika BLT memberikan dana tunai secara “Cuma-
Cuma”, sedangkan untuk PKH masyarakat miskin yang menenma bantuan di
kenai kewajiban sesuai dengan kriteria PKH yang menjadi alasannya menerima
PEH. Jika melanggar kewajiban yang telah ditetapkan maka dikenakan sanksi
pemotongan bantuan PKH sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan

penerima  PKH, Jadi, menurut peneliti secara konsep PKH jelas lebih
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mengungguli dibanding BLT. Perlu digaris bawahi balwa PKH ini telah ada sejak
tahun 2007. Jadi, bukan hadir baru-baru ini uwntuk menyelamatkan eitra
pemerintah menghadapi pemilu 2014, Hanya saja memang perlu dicermati dalam
pelaksanaannya dilapangan, ditakutkan ada pihak-pihak yang menyalahgunakan
bantuan PKH ini.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, untuk menjawab identifikasi
masalah yang peneliti buat pada saat observasi awal peneltian, di jelaskan berikut
ini :

Pertama, belum diterapkannya kriteria penerima PKH secara merata di
Kecamatan Majasari yang sesual dengan kriteria RTSM dari BPS. Pendataan
masih  ada wang berdasarkan data tahun 2008 dari BPS yang pada
perkembangannya ternyata ada RTSM yang sudah menjadi lebih meningkat status
ckonominya. Selain itu ditemukan pula indikasi unsur subyektivitas pendamping
PKH bagi mereka yang masuk sebagai penerima PKH ditahun kedua pembagian
PKH di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan hasil penelitian
sebanyak 50 responden menjawab kurang sesuai mengenai penerima PKH yang
termasuk dalam kriteria PKH artinya mereka sendiri mengakui bahwa sebenarnya
mereka kurang sesuai jika harus dimasukan dalam kriteria RTSM. Meskipun
begitu, memang ditemukan pula 36 responden menjawab sangat sesuai.

Kedua, masyarakat penerima bantuan masih belum menerapkan seutuhnya
mengenai keharusan dipergunakan untuk apa vang yang mereka terima, Ini
sejalan dengan hasil penelitian vang menunjukan 52 responden menjawab Tidak

sesual mengenai tingkat komitmen mereka terhadap pemeriksaan kesehatan,
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Artinya mercka secara sadar memang kurang berkomitmen untuk melakukan
pemeriksaan keschatan secara rutin ke posyandu. Tapi, ditemukan pula 16
responden menjawab sesuai. Berbeda dengan hasil yang didapat dari kriteria
pendidikan yang ternyata B9 responden menjawab sesual mengenai komitmen
mercka terhadap pelakasanaan pendidikan. Artinya pada kriteria pendidikan ini
mereka memang benar-benar patuh untuk menyekolahkan anaknva. Meskipun
masih ditemukan sebanyvak 7 responden menjawab kurang sesuai mengenai
komitmen merka untuk meyekolahkan anaknva. Artinva anak mereka kadang
tidak sekolah untuk alasan yang tidak jelas,

Ketiga, adanya pemberian tanda *terima kasih™ dari penerima PKH kepada
Pendamping PKH dan/atau Aparatur Desa, Hasil penelitian pun menunjukan 74
Sangat Sesual artinya memang ada pemberian tanda “terimakasih™ dari para
responden ke pendamping PKH dan/atau Apartaur Desa dan 32 Tidak Sesuai
artinya responden mengaku bahwa tidak ada pemberian tanda “terimakasih™ pada
pendamping PKH dan/atan Aparatur Desa.

Keempat, masyarakat masih belum faham mengenai adanya sanksi yang
diberikan bhila melanggar komitmen. Temyata berdasarkan jawaban dari para
responden vang peneliti lakukan, 142 responden menjawab sesuai artinva mereka
cukup faham mengenai sanksi vang mereka dapat bila melanggar komitmen.
Meskipun masih ditemui bahwa 10 responden menjawab kurang sesuai mengenai
sanksi yang diterapkan bila melanggar komitmennya perbulan.

Kelima, adanya kecemburuan sosial terjadi antara penerima PKH dengan

masyarakat non penerima PKH. Hal ini terjadi karena rendahnva kesadaran non
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penerima sehingga mereka cenderung ingin menerima PKH juga meskipun
kondisi ckonomi relatif mampu, Bahkan tak sedikit yang sampai adu mulut antara
penerima PKH dan non penerima PKH pada saat awal-awal pemberian bantzan,
yvang membuat ketentraman bertetangga menjadi  terganggu. Disini  peran
pendamping sangat diperlukan untuk menyelesaikan semacam ini. Tapi karena
pernyataan tidak valid pada tahap awal maka tidak ada data mengenai sejauh

mana konflik-konflik semacam ini terselesaikan.
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PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Program Keluarga Harapan merupakan program nasional yang ditunjukan
kepada Rumah Tangga Miskin yang sesuai dengan kriterta Rumah Tangga Sangat
Miskin dari BPS. Tujuan adanya Program Keluarga Harapan adalah Unfuk
mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan , meningkatkan kualitas
sumber daya manusia, serta merubah perilakn RTSM yang relatif kurang

peningkatan kesejahteraan.

Evaluasi kebijakan pada dasarnya untuk menilai hasil dari suatu kebijakan.
Sedangkan evaluasi implementasi kebijakan merupakan untuk menilai jalannya
suatu kebijakan, Seyogyanya kebijakan hendaknya dilaksanakan sesuai aturan
vang telah ditetapkan sebelumnya lewat petunjuk tekhnis. Agar hasilnya sesuai

dengan tujuan awal yang ditetapkan,

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan, disini peneliti mencoba
membandingkan antara kenyataan dilapangan dengan pedoman umum ( petunjuk
tekhnis ) dari Program Keluarga Harapan. Meskipun begitu pada tahap analisis
peneliti menggunakan model Edward 111, model Mazmanian dan Sabatier, dan
model Grindle tentang evaluasi implementasi kebijakan.. Peneliti menganggap
madel-model teori ini cocok dengan pedoman umum PKH yang dijadikan alat

analisis evaluasi pelaksanaan kebijokan.
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Metode penelitian ini adalah metode penelitan  deskriptif  dengan
pendckatan  kuantitatif dengan menjadikan kuesioner sebagai  instrumen
penelitiannya. Populasi pada penelitian ini berjumlah 865 RTSM sesuai dengan
penerima PKH pada tahun 2010, Namun, karena peneliti memiliki keterbatasan
dari sepi sumber daya yang dimiliki. Maka peneliti menggunakan sampel dengan
rumus slovin dengan tingkat kesalahan 7 persen. sehingga di dapat 165 rumah
tangga miskin. Sementara, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik

proportional random sampling,

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Majasari Kabupaten
Pandeglang Tahap 111 Tahun 2010 telah berjalan dengan baik. Karena berdasarkan
hasil uji hipotesis sebesar 71,50 persen dari angka yang telah peneliti hipotesiskan

yaitu lebih kecil dari 60 persen.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh
peneliti di atas dengan judul ™ Evaluasi Implementasi Program Keluarga Harapan
di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Tahap I1I Tahun 2010" berjalan
dengan baik yaitu mencapai angka 71.50 persen dari hipotesis yang telah dibuat

oleh peneliti sebelumnya, yaitu lebih kecil dari 60 persen.

Namun, berdasarkan masalah yang didapat pada saat penelitian, maka
peneliti mencoba memberikan saran agar pelaksanaan Program Keluaraga

Harapan dapat berjalan lebih baik lagi sebagaimana mestinya. Ferfama, vaitu



dengan BPS sebagai lemabaga yang dijadikan rujukan dats mengenai RTSM
sebagai penerima PKH perlu membuat standar kriteria RTSM yang berbeda di
setiap wilayah.  Kriteria RTSM tersebut disesuaikan dengan karaktenistik

penduduk diwilayah tersebut.

Kedua, melakukan pendataan wlang para penerima PKH agar lebih sesuai
lagi dengan ketentuan yang sebagaimana mestinya. Karena masih ditemukan
penerapan yang kurang sesuail dengan kriteria penerima PKH. Terlihat dari 165
responden vang menjawnban kurang sesuai sebanyak 50 responden pada
pernyataan mengenal kriteria RTSM pada penerima PKH sedangkan yang
menjawab sangat sesuai hanva 36 responden. Pada dasarnya memang mereka

tidak memahami mengenai kriteria RTSM untuk penerima PKIL

Ketiga, rekrnitmen para pendamping PKH harus lebih selektif lagi, dengan
memperhatikan kompetensi mereka. Hasil penelitian menunjukan dari 165
responden, 79 responden menmjawab  kurang  sesuai  mengenai  kejelasan
pendamping PKI dalam menjelaskan tentang Hak, Kewajiban dan Sanksi yang
bisa diterima penerima PKH. Sedangkan yang menjawab sangat sesuai hanya 14
responden. Pengawasan terhadap kinerja dari pendamping PKH sendiri perlu
mendapatkan perhatian khusus dari badan pengawas internal maupun eksternal.
Karena ditemukan adanya pemberian “ucapan terima kasih” dari penerima PKH
kepada pendamping PKH. Dilihat dari jawaban responden pada pernyataan no 11
mengenal poin pernyataan tentang pemberian “ucapan terima kasih”™ tersebut. Dari
165 responden yang menjawab Sangat Sesuai sebanyak 74 responden, artinya

mercka mengakui adanya pemberian tanda jasa tersebut. Sedangkan [5 responden



menjawab kurang sesuai. Pemberian semacam ini baik dipaksa atau seikhlasnya
sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh para penerima PKH, karena pendamping
PKH sendirt sudah mendapatkan gaji atas kompensasi  kinerja  mereka.

perbulannya gaji seorang pendamping PKH sebesar Rp. 1.800.000,-.
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HASIL UJI RELTABILITAS

Case Processing Summary

M %%
Cases Valid 44 100,0
Excluded® 0 il
Total 40 100,40

3. | istwise deletion based on all
vanables In the procedurs,

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of ifems

735

20




Statistics

Jumlah

N Valid 165

Missing 0
Mean 45,76
Std, Error of Mean 410
Median 46,00
Mode 45(a)
Std. Deviation 5.267
Variance 27,743
Skewness 45
std, Error of Skewness 89
Kuriosis 1154
Std. Error of Kurtosis 376
Range 29
Minimum 30
Maximum 59
Sum 7551

a Multiple modes exist. The smallest value is shown




Frequency

Histogram

T~

aa

45

Jumlah

fjean =45 76
Sid. Dew, =5267
N =185



Jumlah

' Valid | Cumulative
Frequency | Percent Percent | Percent
Valid 30 1 6 5 R{
33 | W K 1,2
34 | 6 b 1,8
35 1 .6 6 24
36 1 b O 30
37 5 3.0 30 6. |
38 4 2.4 24 8,5
39 5 3.0 3.0 11,5
40 7 4.2 4.2 15,8
41 Lo 6.1 6.1 21,8
42 B 4.8 4.8 26,7
43 11 6,7 6.7 333
R e 8 4.8 4.8 38,2
45 5 9.1 9.1 473
46 14 RS &5 55,8
47 Lo 6.1 6,1 61,8
48 12 73 T3 69,1
49 5 9.1 9.1 78,2
50 8 4.8 4.8 83,0
il f 3.6 36 56,7
52 7 4.2 2 90,9
53 4 24 24 933
54 2 1.2 1,2 94.5
55 2 1,2 12 85,8
56 3 1.5 1.8 97,6
57 | 6 b a8,2
38 2 1.2 12 99.4
59 1 6 b 100,0
Total 165 | 1000 1000







DOKUMENTASI PARA RESPONDEN (PENERIMA PKH)




